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RIJAL AJIDIN, 10500112011, Judul skripsi “ Tinjauan Yuridis Tindak
Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Rsud Takalar ( Studi Putusan Nomor
24/PID.SUS/2012/PN.Mks ) di bawa bimbingan Bapak Abdillah Mustari selaku
pembimbing I dan Bapak Rahman Syamsuddin selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil
pada Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Rsud Takalar dalam perkara
Putusan Nomor 24/PID.SUS/2012/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan
hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana perkara Nomor 24/PID.SUS/2012/PN.Mks.
Penelitian ini dilakukan di kota makassar dengan memilih instansi yang
terkait yaitu di Pengadilan Negeri Makassar. Penulis melakukan penelitian pada
perpustakaan UIN Alauddin Makassar karena perpustakaan tersebut memiliki
reverensi yang relevan dengan penulisan ini. Metode pengumpulan data yang di
gunakan adalah Metode tinjauan pustaka dengan menggunakan literatur-literatur,
peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan tertulis lainya yang berkaitan
dengan penelitian ini, dan metode wawancara dengan cara melakukan tanya jawab
kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil oleh
hakim dalam putusan Nomor 24/PID.SUS/2012.Mks sudah cukup tepat, karena
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana
korupsi dalam tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan sebagaimana di
maksud dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah di ubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena hakim dalam perkara tersebut
menjatuhkan pemidanaan berupa alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan
terdakwa yang menurut pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah.
Keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut juga saling berkesusaian sehingga
hakim kemudian memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana korupsi daam tindak
pidana korupsi pengadaan alat kesehatan berupa satu set tempat tidur rumah sakit
elektrik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal  3 Jo pasal 18 Undang-
Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No
20 Tahun 2001 Tentan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1
KUHP benar-benar terjadi dan terdakwalah yang dipersalahkan melakukanya.
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A. Latar Belakang Masalah
Sejarah  perjalanan  bangsa  Indonesia  sejak  awal  kemerdekaan sampai pasca
reformasi, dihadapkan pada persoalan korupsi yang sudah mengakar dan dipandang
telah membudaya. Bahkan di kalangan pejabat publik  menganggap korupsi  sebagai
sesuatu  yang  “lumrah  dan  wajar”. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang
bergengsi yang apabila tidak dilakukan akan membuat stress pada penikmatnya.
Korupsi berawal dari proses  pembiasan  yang akhirnya  menjadi kebiasaan dan
berujung  pada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dilakukan oleh pejabat-pejabat
negara. Itulah  sebabnya,  masyarakat  begitu  pesimis  dan  putus  asa  terhadap
upaya penegakan hukum dalam menumpas koruptor di Indonesia.1
Jika  menengok  ke  belakang  sejarah  korupsi  di  Indonesia,  ada pertanyaan
yang  layak  dilontarkan,  yaitu  asal  praktik  korupsi  ini  muncul dan berkembang.
Jawabannya  adalah  bahwa  pada  hakikatnya  korupsi telah ada sejak dulu, ketika
daerah-daerah di Indonesia masih mengenal sistem  pemerintah  feodal  (oligarki
absolut).  Secara  sederhana  dapat dikatakan  pemerintah  saat  itu  masih  terdiri  atas
kerajaan-kerajaan  yang dipimpin oleh kaum bangsawan.
1Muhammad Yamin, Tindak Pidna Khusus (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 193.
2Korupsi  di  Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah Bangsa
Indonesia, yang menurut Muhammad Yamin, bahwa:
1. “Budaya korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalui tiga   fase
sejarah, yaitu  zaman  kerajaan,  zaman  penjajahan  dan  zaman   modern
seperti sekarang  ini.”
a) Fase Zaman Kerajaan
Budaya  korupsi  di  Indonesia  pada  prinsipnya  dilatarbelakangi
oleh adanya  kepentingan  atau  motif  kekuasaan  dan  kekayaan.
Literatur sejarah  masyarakat  Indonesia,  terutama  pada  zaman  kerajaan
kuno, seperti  Mataram,  Majapahit, Singosari,  Demak,  Banten,
menjelaskan bahwa  konflik  kekuasaan  yang disertai  dengan  motif
untuk  memperkaya diri (sebagian kecil karena wanita), telah menjadi
faktor utama kehancuran kerajaan-kerajaan  tersebut.  Dapat  dilihat  pada
kerajaan  Singosari  yang memelihara  perang  saudara,  bahkan  hingga
tujuh  turunan,  saling membalas  dendam  berebut  kekuasaan,  mulai
dari  Prabu  Anusapati, Prabu Ranggawuni, hingga Prabu Mahesa
Wongateleng dan seterusnya.
Hal  yang  sama  juga terjadi  di  Kerajaan  Majapahit  yang
menyebabkan terjadinya  beberapakali konflik yang  berujung pada
pemberontakan Kuti, Nambi,  Suro  dan  lain-lain.  Bahkan  diketahui,
3kerajaan  Majapahit  hancur akibat  perang  saudara yang dikenal dengan
perang  “Perang  Paregreg” yang terjadi sepeninggal Maha Patih Gajah
Mada. Lalu kerajaan Demak yang  memperlihatkan  persaingan  antara
Joko  Tingkir  dan  AryoPenangsang,  ada  juga  kerajaan  Banten  yang
memicu  Sultan  Haji  yang merebut  tahta  dan Kerkuasaan  dengan
ayahnya,  yaitu  Sultan  Ageng Tirtayasa. Hal menarik lainnya pada faze
zaman kerajaan ini adalah mulai terbangunnya  watak  oportunisme
bangsa  Indonesia.  Salah  satu contohnya posisi orang suruhan  dalam
kerajaan |atau  yang lebih dikenal dengan  “abdi  dalem”.  Abdi  Dalem
dalam  posisi  kekuasaan  zaman  ini, cenderung selalu bersikap manis
untuk menarik simpati raja atau sultan. Hal tersebut pula yang menjadi
embrio lahirnya kalangan oportunis yang pada  akhirnya  juga  memiliki
potensi  jiwa  yang  korup  dan  begitu  besar dalam tatanan pemerintahan
kita pada zaman kemudian hari.
b) Fase Zaman Penjajahan:
Pada  zaman  penjajahan,  praktek korupsi  mulai  masuk  dan  meluas
ke dalam sistem budaya sosial politik bangsa kita. Budaya korupsi telah
dibangun oleh para penjajah kolonial (terutama oleh Belanda) selama
350Tahun.  Budaya  korupsi  ini  berkembang  di kalangan  tokoh-tokoh
lokal yang  sengaja  dijadikan  badut  politik  oleh  penjajah  untuk
menjalankan daerah  administratif  tertentu,  seperti  demang  (lurah),
4tumenggung (setingkat  kabupaten  atau  provinsi),  dan  pejabat-pejabat
lainnya  yang notabene  merupakan  orang-orang  suruhan  penjajah
Belanda  untukmenjaga dan mengawasi daerah teritorial tertentu. Mereka
yang diangkat dan  dipekerjakan  oleh  Belanda  untuk  memanen  upeti
atau  pajak  dari rakyat, digunakan oleh penjajah Belanda untuk
memperkaya diri dengan mengisap  hak  dan  kehidupan  rakyat
Indonesia.  Ibarat  hewan  piaraan, suruhan  penjajah  Belanda  ini  rela
diperbudak  oleh  bangsa  asing  hanya untuk  mencari  perhatian  dengan
harapan  mendapatkan  posisi  dan kedudukan  yang  layak  dalam
pemerintahan  yang  dibangun  oleh  para penjajah.  Secara  eksplisit,
sesungguhnya  budaya  penjajah  yang mempraktikkan  hegemoni  dan
dominasi  ini  menjadikan  orang  Indonesia tidak  segan-segan  menindas
bangsanya  sendiri melalui  perilaku dan praktik  korupsinya.  Tidak
ubahnya  seperti  drakula  pengisap  darah  yang terkadang memangsa
kaumnya sendiri demi bertahan hidup (survival).2
c) Fase Zaman Modern:
Fase  perkembangan  praktik  korupsi  pada  zaman  modern
sepertisekarang  ini  sebenarnya  dimulai  saat  lepasnya  bangsa
Indonesia  dari belenggu penjajahan. Akan tetapi budaya yang
ditinggalkan oleh penjajah kolonial,  tidak  serta  merta  lenyap  begitu
2Muhammad Yamin, Tindak Pidna Khusus (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 195
5saja.  Salah  satu  warisan  yang tertinggal  adalah  budaya korupsi,
kolusi  dan  nepotisme  (KKN).  Hal tersebut tercermin  dari perilaku
pejabat pemerintahan  yang telah dimulai pada  era  orde  lama  yang
semakin  berkembang  dan  tumbuh  subur  di pemerintahan Orde Baru
hingga saat ini. Sekali lagi, pola kepemimpinan yang  cenderung  otoriter,
anti  demokrasi,  dan  anti  kritik  membuat  jalan bagi praktik korupsi.
Pada saat ini, Indonesia bahkan menduduki peringkat lima besar negara
yang pejabatnya paling korup.3
Dewasa  ini marak peryataan yang selalu di ungkapkan oleh orang Indonesia
yang kemudian menggema  ke seluruh dunia bahwa Indonesia merupakan negara no
1 koruptor di asia dan no 3 terkorup di dunia yang masih perlu di teliti kebenaranya.
Rupanya milenium ketiga memang ini di tandai maraknya korupsi di seluruh dunia.
Buktinya pada akhir abad kedua puluh muncul bermacam-macam konvensi bilateral
dan multilateral di dunia menyangkut pemberantasan korupsi. Ada konvensi
pemberantasan korupsi antar negara – negara Amerika (inter-American convention
Against Corruption) yang di terima antar negara-negara americapada tanggal 29
maret 1996 konvensi ini untuk memerangi korupsi.4
Ternyata korupsi  sudah dipandang memasuki  fase  sebagai kejahatan  yang
sangat  luar  biasa  (extra  ordinary  crime),  bukan  lagi kejahatan  biasa (ordinary
3Muhammad Yamin, Tindak Pidna Khusus (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 196
4Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada 2012).hlm 2015
6crime),  karena  tindak  pidana  korupsi  sudah bersifat sistemik dan endemik,
sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara  dan  perekonomian  negara,  tetapi
juga  telah  melanggar  hak-hak ekonomi dan sosial (economic and social rights)
masyarakat secara luas.Menurut Baharuddin Lopa, dengan mengutip Athol Noffitt,
kemudian dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, menggambarkan korupsi secara
tegas bahwa : “Sekali  korupsi  dilakukan  apalagi  kalau  oleh  pejabat-pejabat yang
lebih  tinggi,  maka  korupsi  itu  akan  tumbuh  lebih  subur.  Tiada kelemahan  dari
pada  suatu  bangsa  dari   pada  korupsi  yang merembes  ke  semua   tingkat
pelayanan  umum.  Korupsi melemahkan  garis   belakang  baik  dalam  damai
maupun dalam perang.”
Korupsi  dipandang  sedemikian merusak  sendi-sendi  kehidupan berbangsa dan
bernegara. Betapa semua sektor dan level telah dijangkiti penyakit korupsi, tidak saja
dilakukan pada level pemerintahan (eksekutif) tetapi juga pada level legislatif dan
judikatif. Hal ini  menunjukkan bahwa korupsi  tidak  lagi  dilakukan  secara  diam-
diam  atau  tersembunyi, melainkan sudah dilakukan secara terbuka. Para  koruptor
pada  ketiga  jenis  level  sudah  tidak  malu-malu melakukan tindakan yang tidak
terpuji tersebut. Para koruptor senantiasa mengelak  jika  dituduh  melakukan
korupsi,  sebab  yang  dilakukannya dianggap  sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang
berlaku. Mereka  yang korupsi  akan  membantah  melakukan  penyelewengan
keuangan  negara dalam  rangka  bertugas  dan  menjalankan  fungsi  pemerintahan,
fungsi legislatif dan fungsi yudikatif  sampai terbukti menurut hukum dan masuk
7penjara.  Dalil-dalil  pembenaran  tindakannya  adalah  cara  koruptor menutupi
korupsinya,  misalnya  ketika pelaku  menerima  uang  yang dimasukkan  dalam
rekening atas namanya,  pasti berdalih bahwa uang itu bukan  hasil  korupsi
melainkan  adalah  uang  yang  diperolehnya  secara wajar.
Pembelaan  diri  koruptor  dapat  dipandang  lumrah,  sebagaimana halnya ketika
seorang  koruptor  yang  divonis  melakukan  korupsi pengadaan alat kesehatan
(Akes) sampai saat ini merasatidak  melakukan  korupsi.  Memang  ironis  bahwa
fakta  korupsi  sudah terkuak di depan mata, namun masih berdalih bahwa  yang
dilakukannya itu  merupakan  perintah  atasan  melalui  instruksi  yang  berlaku
secara nasional, dan karena itu dalil pembelaan dirinya menurut alasannya tidak dapat
dipersalahkan  karena  mempunyai  alasan  pembenar  dan  alasan pemaaf
sebagaimana  alasan  yang  sama  dikemukakan  oleh  pelaku korupsi pengadaan alat
kesehatan.Korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) merupakan serangkaian
kejahatan  korupsi  yang  dianggap  korupsi  terselubung,  oleh karena  pelakunya
membela  dirinya  dengan  mengatakan  menjalankan instruksi  Menteri  Dalam
Negeri,  sehingga  kebijakan  yang  dijalankan adalah  kebijakan  yang  diperintahkan
sesuai  prosedur  yang  berlaku. Dalam  konteks  ini  para  pelaku  mengakui
menjalankan  prosedur  yang benar  berdasarkan  tender  pengadaan  barang  yang
sah  dan  telah dilaksanakan  secara  terbuka  kehadapan  publik  serta di  bawah
pengawasan  lembaga  terkait.
8Oleh  karena  itu  alasan  korupsi  yang dituduhkan  dianggap  sangat  berlebihan
dan  tidak  memperhatikan  tujuan pengadaan alat kesehatan. Dapatlah dipahami
bahwa betapapun korupsi itu sudah terjadi secara faktual, akan tetapi pelaku korupsi
pasti mencari alasan pembenaran atas apa yang dilakukannya, karena memang itulah
dalil pembenaran sebagian kejahatan korupsi dalam hal pengadaan alat kesehatan.
Padahal dalam hal ini perbuatan tindak pidana korupsi sudah di atur dalam
Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang
bertujuan untuk memanilisirkan dan mencegah terjadi perbuatan tindak pidana
korupsi sehingga tercipta indonrsia yang bebas dari yang namanya tindak pidana
korupsi, akan tetapi pada kenyataanya masih banyak  praktek- praktek tindak pidana
korupsi yang terjadi khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg.
Ngalle, di kabupaten Takalar.
Dalam kerangka inilah perlu dilakukan suatu telaah yuridis mengenai tindak
pidana  (kejahatan)  korupsi  yang  berkaitan  dengan pengadaan alat kesehatan
melalui  skripsi  yang  berjudul “Tinjauan Yuridis Korupsi Pengadaan Alat
Kesehatan di Kabupaten Takalar”
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni Tinjauan
Yuridus Pengadaan Alat Kesehatan di kabupaten takalar mengacu pada Undang –
Undang No 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana.
9a. Pengertian  Yuridis
Perngertian yuridis adalah hukum, baik secara tertulis maupun tdk
tertulis  diantaranya adala udang-undang. sedangkan yuridis berupa
lisan adalah hukum adat, sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya
adat tersebut harus di patuhi oleh masyarakat, jika seseorang atau
beberapa orang melanggar hukum lisan maka dia akan tetap
mendapatkan sangksi. Yuridis adalah peraturan yang wajib di penuhi
oleh masyarakat dan jika mereka melanggarnya maka akan
mendapatkan sanksi. Jika hukum tertulis maka sanksinya adalah dari
pemerintah atau pihak yang berwenang.5Sedankan dalam kamus
hukum, yuridis di artikan sebagai menurut hukum,  dan dari segi
hukum6
b. Pengertian korupsi
Pengertian korupsi adalah setiap perbuatan atau badan hukum yang
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan negara
dan atau perekonomian negara
c. Arti Kata Pengadaan
5 http//www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/diakses tanggal 9 april 2012
6M. Marwan, Kamus Hukum(Surabaya : Reality Publisher,2009) hlm. 659
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Pengadaan merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan. Penegertian
pengadaan menurut kamus besar bahasa indonesia , pengadaan berasal
dari kata “ada” ditahbahkan awalan pe- dan akhiran -an  segingga
mempunyai arti “pengadaan adalah proeses menjadikan suatu yang
tadinya tidak ada menjadi ada.7
d. Pengertian Alat Kesehatan
Pengertian alat bkesehatan berdasarkan manteri kesehatan RI. No.
220/Men.Kes/Per/IX/1976  adalah : Barang istrument aparat atau alat
termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapan yang di produksi,
dijual atau dimasudkan untuk digunakan dalam penelitian dan
perawatan kesehatan diagnosis, penyembuhan, peringanan atau
pencegahan penyakit, kelainan keadaan badan atau gejalanya pada
manusia
C. Rumusan Masalah
Dengan melihat latar belakang masalah pada permasalahan diatas, maka
penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana korupsi
pengadaan alat kesehatan di kabupaten takalar dalam perkara Putusan Nomor
24/PID.SUS/2012/PN.Mks ?
7http://diditnote .blogspot.co.id/2013/05/defenisi-pengadaan-barang.html diakses tanggal 30
mei 2013
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2. Bagaimanakah  pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  menjatuhkan pidana
perkara Nomor 24/PID.SUS/2012/PN.Mks ?
D. Kajian Pustaka
Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian
yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa
penelitian yang memiliki pambahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Muhammad Yamin, Tindak Pidna Khusus”.8 Buku ini membahas tentang
bagaimana hukum positif Indonesia memberikan efek jerah hukum
terhadap para pelaku tindak pidana yang berkonflik dengan hukum.
Tindak pidana bisa tindak pidana khusus maupun yang terdapat dalam
undang- undang KUHP. Dalam buku ini juga menjelaskan perlunya
dilakukan pembaharuan hukum acara pidana untuk mengganti hukum
acara pidana yang berasal dari pemerintah dari kolonial belanda yang di
anggap sudah tdk mampu menanggulangi problematika hukum saat ini.
Buku ini cukup penting untuk di baca untuk di simak, mengigat
perbincangan tindak pidana klhusus selalu aktual untuk di kaji secara lebih
mendalam. Buku ini juga menguraikan hal-hal yang berkaitan secara
8Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusu (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012). Hlm 194
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langsung dengan jenis-jenis tindak pidana khusus, antara lain tindak
pidana korupsi pencucian uang dan tindak pidana ham.
2. C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,”
9
menjelaskan defenisi hukum, defenisi hukum sebagai pegangan,
pembagian hukum, sumber-sumber hukum serta asas – asas hukum di
Indonesia
3. Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi’“10 Buku ini mengupas secara
lengkap berbagai hal berkaitan dengan korupsi, diawali dengan pengertian
mendasar tentang korupsi dan gambaran sebab akibatnya. Kemudian
dipaparkan secara lengkap mengenai sejarah panjang perundang –
perundang pidana korupsi di indonesia. Selain itu juga di bahas
keberadaan konvensi internasional mengenai korupsi, dan perbandinganya
dengan UU PTPK. Telah pula di telaah beberapa undang – undang anti




Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dalam rangka penyusunan
skripsi ini, maka penelitian dilakukan di kota Makassar, yaitu pada kantor Pengadilan
9C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,
1989).
10Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada 2012).
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Negeri Makassar. Selain itu penelitian juga di lakukan dengan mengkaji buku-buku
yang relevan dengan penulisan ini
b. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (library research) yakni penelitian yang di lakukan melalui
pengumpulan data  meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah
terhadap dokumen perkara serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan
penulisan ini.
c. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan lebih ditunjukan kepada metode
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case opproach)
hukum yang sedang di tangani. Pendekatan khusus di lakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi
yang telah menjadi putusan pengadilan.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dapat di
golongkan dalam 2 jenis, yaitu :
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer di peroleh dari putusan Pengadilan Negeri Makassar;
bahan-bahan yang terkait dengan putusan tersebut; Dakwaan Jaksa Penuntu
Umum; Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Pledoi Tim Penasehat Hukum;
Yurisprudensu-Yurisprudensi tetap.
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2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku hukum
yang relevan, literatur-literatur, dokumen, dean arsip melalui penelitian
kepustakaan (library research)
d. Teknik Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data penelitian penulis menggunakan metode tinjauan
pustaka dengan menggunakan literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian),
peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan tertulis lainya yang berkaitan
dengan penelitian lainya.
e. Analisis Data
Semua data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil
penelitian, baik data primer maupun sekunder selanjutnya di analisis secara deskriptif
dan eksploratif dengan menggunakan bahasa-bahasa sederhana serta sistematis.
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  penerapan  hukum  pidana  materil  pada  tindak pidana
korupsi  pengadaan alat kesehatan di kabupaten  takalar dalam perkara
putusan24/PID.SUS/2012/PN.Mks
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2. Untuk mengetahui  pertimbangan hukum Hakim dalam  menjatuhkan pidana
perkara24/PID.SUS/2012/PN.Mks.
b. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna bagi pembacanya, kegunaan
yang dimaksud sebagai berikut :
1. Kegunaan ilmiah : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan
pemikiran bagi siapapun yang memerlukan data yang sama untuk lebih
memperkaya khasanah ilmu pengetahuan Hukum khususnya di bidang Hukum
Pidana.
2. Kegunaan Praktis: Hasil  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  pembelajaran
praktis  bagi masyarakat, dan para praktisi pemberantasan korupsi maupun
pemerintah kabupaten Takalar dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi
yang berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan.
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BAB II
TINJAUAN HUKUM TENTANG KORUPSI
A. Pengertian Pidana
Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran – pelanggaran
dan kejahatan – kejahatan terhadap ke pentingan umum, perbuatan mana diancam
dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.11
Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan  dan
unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Dapat diketahui, bahwa sifat dari hukum
ialah memaksa dan dapat di paksakan dan paksaan itu perlu untuk  menjaga tertipnya,
diturutnya peraturan – peraturan hukum atau untuk memaksa si perusak memperbaiki
keadaan yang diruknya atau mengganti kerugian yang di sebapkanya.12
Menurut Hazewinkel Suriga bahwa objek dari hukum pidana adalah berlakunya
hukum terutama norma-norma hukum pidana dan sanksi (object van het strafrecht is
in de eerst plaats het geldende recht, de geldende strafrechtelijke normen en
sancties13
11C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,
1989), hlm 257
12C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,
1989), hlm 259
13Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsi Hukum Pidana, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka,2014),
hlm 8
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B. Pengertian Tindak  pidana
diterjemahkan dari  bahasa  Belanda,  yakni“Strafbaarfeit”.Terjemahan ini
merupakan istilah yuridis. Namun demikianpara  pakar  hukum  pidana  memberikan
pengertian  yang  berbeda-beda. Ada yang mengartikan  strafbaarfeit  sebagai
“peristiwa pidana, perbuatan pidana,  perbuatan  yang  dapat  dihukum,  hal-hal  yang
diancam  dengan hukum, dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.”14
Pengertian  dari  strafbaarfeit  di atas terdapat  dalam Undang-Undang
yang berlaku di masyarakat antara lain :
1. Pasal  14  ayat (1)  Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS)menyebut
peristiwa pidana.
2. Undang-Undang Darurat Nomor  1 Tahun 1951 menyebut perbuatan pidana.
3. Undang-Undang Darurat Nomor  2 Tahun 1951 menyebut perbuatan yang
dapat dihukum.
4. Undang-Undang  Darurat  Nomor  16  Tahun  1951  menyebut  hal-hal yang
diancam dengan hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.
Di  antara  para  pakar  hukum  pidana  yang  berbeda  pandangan, kemudian
melahirkan aliran yang disebut “monistis dan dualistis”, yaitu :
Menurut Moeljatno dan Sudarto sebagai berikut : “Aliran  dualistis  membedakan
dengan  tegas  “dapat  dipidananya perbuatan”  dan  dapat  dipidananya  pembuat.
14Guse Prayudi, Panduan Lengkap Hukum Pidana dan Jaminan (Dalam Bentuk Tanya Jawab
Disertasi Dengan Dasar Hukumnya, (yogyakarta : Torabook, 2012), halaman 5-6
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Sejalan  dengan  ini memisahkan  antara  pengertian  “perbuatan  pidana”  dan
“pertanggungan  jawab  pidana”.  Aliran  monistis  adalah  melihat keseluruhan
(tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari
perbuatan.”
Pakar hukum pidana  yang berpandangan  monistis, adalah Simons, yang
kemudian dikutip oleh Moeljatno, bahwa : “Strafbaarfeit” adalah  kelakuan  yang
diancam  dengan  pidana,  yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan
kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro  yang  dikutip  oleh  Sudarto mengemukakan,
bahwa  “definisi  pendek  mengenai  pengertian  tindak pidana  yakni  berarti  suatu
perbuatan  yang  pelakunya  dapat  dikenakan pidana.” 15
Bagi  yang  berpandangan  dualistis,  antara  lain,  adalah Moeljatno yang
mengemukakan,  bahwa  “perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang dilarang  dan
diancam  dengan  pidana,  barangsiapa  melanggar  larangan tersebut”.
Tindak  pidana  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  pendekatan  legal, diartikan
sebagai  “suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum  pidana undang-undang yang
berlaku di masyarakat.” Untuk  menyatakan  suatu  tindak  pidana,  maka  perbuatan
tersebut harus  memenuhi  seluruh  unsur  yang  menjadi  rumusan  terlarang  yang
15 Guse Prayudi, Panduan Lengkap Hukum Pidana dan Jaminan (Dalam Bentuk Tanya Jawab
Disertasi Dengan Dasar Hukumnya, (yogyakarta : Torabook, 2012), hlm 6
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diancam  pidana oleh  perundang-undangan  dan  perbuatannya  tersebut harus
bersifat melawan hukum, yang berarti tidak ada alasan pembenar.
Suatu  tindak  pidana  agar  dapat  dikatakan  mengandung  sifat melawan  hukum
(wederrechtelijkeheid), maka  harus  ada  sifat  melawan hukum,  yaitu  “sifat
melawan  hukum  materil (materiele wederrechtelijkeheid),  dan sifat  melawan
hukum  formal (formale wedeerrechtelijkeheid).” 16
Pengertian sifat melawan hukum materil adalah : “merupakan sifat melawan
hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu  sebagai  suatu  unsur  yang  tidak  hanya
melawan  hukum  yang tertulis  saja,  tetapi  juga  hukum  yang  tidak  tertulis  (dasar
-dasar hukum  pada  umumnya.  Jadi  walaupun  undang-undang  tidak
menyebutkannya,  maka  melawan  hukum adalah  tetap  merupakan unsur dari tiap
tindak pidana”.Sementara yang dimaksud sifat melawan hukum formal, adalah :
“Merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja, sehingga ia baru merupakan
unsur dari pada tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak
pidana.”
Menurut  pendapat  Muhammad  Yamin,  dalam  buku  yang  berjudul
“Tindak Pidana Khusus” bahwa : “Kejahatan  adalah  suatu  perbuatan  yang
dilakukan  oleh  penjahat. Karena itu penjahat inilah yang akan kita beri batasannya.
Kejahatan dapat  didekati  dari dua  pendekatan  utama,  yaitu yuridis  dan
kriminologis.  Secara  yuridis,  kejahatan  diartikan  sebagai  setiap perbuatan yang
16Muhammad Yamin, Tindak Pidna Khusus (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 193
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melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Adapun
secara kriminologis, kejahatan bukan hanya  merupakan  perbuatan  yang  melanggar
undang-undang  atau hukum pidana, tetapi lebih luas lagi, yaitu mencakup perbuatan
anti sosial  yang  merugikan  masyarakat,walaupun  perbuatan  itu  belum atau tidak
diatur oleh undang-undang atau hukum pidana”.
Selanjutnya menurut Muhammad Yamin, bahwa : “Kejahatan  dapat  dilihat  dari
dua  sudut  pandang,  yaitu  (1)  sebagai pelanggaran  terhadap  hukum  pidana  atau
hukum  lainnya  yang ditetapkan oleh  negara, (2) secara sosiologis, kejahatan
dipandang sebagai  setiap  tindakan  yang  melukai  secara  sosial  dan  dipidana oleh
negara,  apapun  bentuk  pidananya.  Para  kriminolog mendefinisikan  kejahatan
tidak  hanya  dalam  pengertian  hukum, tetapi  lebih  luas  lagi,  yaitu  sebagai
tindakan  yang  dapat  dipidana oleh  negara,  baik  pidana  kejahatan  atau
administrasi  maupun umum”.
Para  kriminolog  membedakan  kejahatan  hukum adat/kejahatan konvensional
(common  law  crime),  kejahatan  kerah  putih (white  collar crime), dan kejahatan
remaja (adolescent crime) : “Kejahatan  yang  dianggap  oleh  semua  orang  sebagai
kejahatan, misalnya pembunuhan, perkosaan, perampokan, dan penyerangan.
Occupational crime/white collar  crime adalah kejahatan umum oleh orang-orang
dari  kalangan  bisnis,  pekerja,  politikus,  dan  lain-lain dalam  hubungannya  dengan
okupasi  (pekerjaan)  mereka.  Adapun adolescent  crime  atau  kejahatan  yang
pelakunya  berusia  di  bawah18  tahun,  yaitu  sekitar  ketidakdisiplinan,  lari  dari
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rumah,  dan membolos sekolah. Para pelaku biasanya dianggap sebagai seorang
juvenile delinguent, bukan penjahat.”
Pada  hakekatnya  suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum  pidana atau
undang-undang  yang  berlaku dalam  suatu  masyarakat  sangat merugikan
masyarakat yang bersangkutan, sebab eksistensi suatu hukum di  dalam  masyarakat
merupakan  perwujudan  dari  tuntutan masyarakat agar kehidupan bersama menjadi
baik dan tertib.Sesungguhnya  kejahatan  yang  lazim  disebut  dalam  dunia  hukum
pidana sebagai tindak pidana, yang dalam konteks dewasa ini tidak perlu
dipertentangkan,  sebab  kejahatan  apapun  yang  dilakukan  sudah  pasti
bertentangan  hak  asasi  manusia,  sehingga  kejahatan  yang  biasa  juga disebut
kriminal adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama.
C. Pengertian Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin ; corrupti atau coruptus yang secara
harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral,
penyimpangan dari kesucian, kata – kata yang mengfitnah sebagaimana dapat di baca
dalam The Lexion Webster Dictionary17 dari bahasa latin itu , turun kebanyak bahasa
eropa, seperti Inggris : coruptio, corrupt; Prancis : Corruption; dan Belanda : coruptio
( korruptio) dari bahasa belanda inilah, turun kebahasa Indonesia korupsi.
17Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia dan Pemecahanya, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
1984, hlm 7
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Ditinjau dari sudut bahasa, kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang
semula baik, sehat, dan benar menjadi penyelewangan dan perbuatan busuk.
Kemudian, arti kata korupsi yang telah di terima dalam pembendaharaan kata bahasa
Indonesia itu, di simpulkan oleh poerwordarminta dalam kamus bahasa indonesia
bahwa kata korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang,
penerimaan uang sogok dan sebagainya18 Alatas mendefenisikan korupsi dari sudut
pandang sosiolagis, yaitu “ apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian
yang di sodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar
memberikan perhatian istimewa pada kepentingan – kepentingan si pemberi’.19
Sementara itu H.A. Brasz mendefenisikan korupsi dalam pengertian sosiologis
sebagai : ‘Pengunaan yang korup  dari kekuasaan yang di alihkan, atau sebagai
pengunaan secara diam – diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang
yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan
merugikan tujuan – tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas
dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah’.20
Dari pengertian korupsi secara harfiah, dapat di tarik kesimpulan bahwa korupsi,
sebagai suatu istilah, artinya bervariasa menurut waktu, tempat dan bangsa. Dengan
demikian, pendekatan yang dapat di lakukan terhadap masalah korupsi bermacam –
18W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976).
19 Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjajahan dengan Data Kontemporer, Jakarta :
LP3ES,1986, hlm 11.
20Mochtar Lubis dan James C. Scott Bunga Rampai Korupsi, (Cet. Ke-3, Jakarta: LP3ES, 1995),
hlm 4.
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macam pula, dan artinya sesuai pula dari sudut pandang kita mendekati masalah itu.
Pendekatan sosiolagis misalnya, seperti hal nya yang di lakukan Pleh Syed Hussein
Allatas memasukan nepotisme dalam kelompok korupsi dalam clasifikasinya
(memasang keluarga atau teman kepada posisi pemerintahan tampa memenuhi
persyaratan untuk itu), yang tentu hal itu sukar dicari namanya dalam hukum pidana21
Defenisi korupsi lainya adalah sebagai berikut
1. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti pengelapan uang ,penerimaan
uang sogok, dan sebagainya (Kamus Bahasa Indonesia Poerwardaminta
1976).
2. Korupsi adalah suatu hal yang buruk dengan beragam artinya bervariasi
menurut waktu, tempat dan bangsa (Encyclopedia Americana)
3. Korupsi adalah melakakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan / perekomian negara
(Kamus Hukum-Hukum Raden Subakti Tjitrosoedibio).
4. Korupsi adalah penawaran/ pemberiaan dan penerimaan hadiah-hadiah berupa
suap (coruption the offering and accepting of bribes). Di samping di artikan
juga ‘Decay’, yaitu kebusukan atau kerusakan.22
Adapun  pengertian kurups,i menururut beberapa negara adalah sebagai berikut.
21www. Pengertian Dasar Korupsi Kamus Hukum.com.
22Muhammad Yamin, Tindak Pidna Khusus (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 199 -200
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a. Meksiko; Corruption is acts of dhisonesty such as bribery, graft, conflict
of interst negligence and lock of effeciency that require the planing of
specific strategies it is an illegal inter change of favors (Korupsi di artikan
sebagai bentuk penyimpangan ketidak jujuranberupa pemberian sogokan,
upeti, terjadinya pertentangan kepentingan, kelalaian, dan pemborosan
yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan
pada pelakunya).
b. Nigeria; corruption as being : an act done with an intent to give some
adventage inconsis tent with official duty and the richt of other. The act of
an official or judiciar person who an lawfully and wrong fully use his
station or character to procure some benefit for him self or for other
person contarty to duty and the right of others23 (Korupsi diartikan sebagai
suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan
yang tidak susuiai dengan tugas/jabatanya dengan melanggar hak orang
lain. Suatu perbuatan oleh seorang pegawai/pejabat atas petugas hukum
[judiciart] yang tidak secara sah menyalagunakan kedudukanya untuk
,memperoleh keuntungan baginya atau orang lain yang bertolak belakan
dengan kewajiban dan bertentangan dengan hak-hak orang lain).
c. Uni soviye: corruption as a sistem of certain ralations based on unlawful
deals of officials to detriment of the state and public interest there motives
23Muhammad Yamin, Tindak Pidna Khusus (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 200
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maybe variegated24 (korupsi sebagai suatu sistem hubungan tertentu yang
melanggar hukum dari semua aparat negara yang melanggar kepentingan
negara dan masyarakat , dengan motivasi beragam
D. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi
Terdapat  beberapa  jenis-jenis  korupsi.  Instrumen  hukum  untuk menyaring
tindakan yang mengarah pada korupsi termasuk tindak pidanakorupsi  itu  sendiri
telah  cukup  lengkap.  Instrumen  tersebut  berupa peraturan  dan  perundang-
undangan  yang  dimaksud  untuk  difungsikan dan dioptimalkan untuk mencegah
dan menanggulangi perbuatan korupsi yang dilakukan para birokrat dan para pelaku
dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana serta prasarana yang
ada karena kedudukan  dan  jabatannya,  yang  secara  langsung  dan  tidak  langsung
merugikan ekonomi dan keuangan negara.
Melihat  pengertian  di  atas  maka  korupsi  dapat dibagi  menjadi beberapa jenis
atau tipologi. Hal ini dipertegas Syed Husain Alatas dalam buku IGM. Nurdjanah,
tipologi tersebut antara lain :
1. Korupsi  Transaksi,  jenis  korupsi  yang  menunjuk  adanya kesepakatan
timbak  balik  antara  pihak  pemberi dan  pihak penerima yang kedua pihak
memperoleh keuntungan
24Muhammad Yamin, Tindak Pidna Khusus (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 202
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2. Korupsi  Perkerabatan,  jenis  korupsi  yang  menyangkut penyalahgunaan
kekuasaan  dan  kewenangan  untuk  berbagai keuntungan bagi teman atau
sanak saudara serta kroni-kroninya.
3. Korupsi  yang  Memeras,  biasanya  korupsi  yang  dipaksakan kepada  suatu
pihak  yang  disertai  dengan  ancaman,  teror, penekanan  terhadap
kepentingan  orang-orang  dan  hal-hal demikiannya.
4. Korupsi  Insentif,  korupsi  yang  dilakukan  dengan  cara memberikan  suatu
jasa  atau  barang  tertentu  kepada  pihak  lain demi keuntungan masa depan.
5. Defensif,  yaitu  pihak  yang  dirugikan  terpaksa  ikut  terlibat didalammya
atau membuat pihak tertentu terjebak atau bahkan menjadi korban perbuatan
korupsi.
6. Korupsi Otogenik, korupsi  yang dilakukan seseorang, tidak ada orang lain
ataupun pihak lain terlibat di dalammya.
7. Korupsi  Suportif,  korupsi  yang  dilakukan  dengan  cara memberikan
dukungan.25
Menurut  prespektif  hukum,  definisi  korupsi  secara  gamblang  telah dijelaskan
dalam 13 buah Pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut,  korupsi
dirumuskan  ke  dalam  tiga  puluh  bentuk/jenis  tindak pidana  korupsi.  Pasal-pasal
tersebut  menerangkan  secara  terperinci mengenai  perbuatan  yang  bisa  dikenakan
pidana  penjara  karena korupsi.
Ketiga  puluh  bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi  tersebut  pada dasarnya dapat
dikelompokkan sebagai berikut:
25Psychologymania, http://www.Psychologymania.com/2013/01/jenis – jenis korupsi.html,
diakses tanggal 29 April 2013
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1. Kerugian keuangan Negara
Korupsi  yang  terkait  dengan  keuangan  negara,  yaitu  melawan hukum
untuk  memperkaya  diri  dan  dapat  merugikan  keuangan negara;
menyalahgunakan  kewenangan  untuk  menguntungkan diri sendir dan dapat
merugikan keuangan negara.  Dari sejumlah pasal  yang  mengatur  tindak  pidana
korupsi,  hanya  dua  pasal yang  mengatur  tindak  pidana  korupsi  (tipikor)
yang  merugikan keuangan  negara,  yaitu  Pasal  2  dan  3  UU  No  31/1999  dan
perubahannya.  Walaupun  hanya  dua  pasal,  pasal  ini  sangatfavorit  dipakai
untuk  menjerat  para  pelaku  korupsi  yang  secara keseluruhan telah
menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.  Ada  beberapa  pasal
yang  tidak  mengaitkan  korupsi dengan keuangan negara, misalnya pasal tentang
penyuapan.
2. Suap-menyuap
Korupsi  yang  terkait  dengan  suap  menyuap,  yaitu  menyuap Pegawai Negeri;
memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya  Pegawai  Negeri
menerima  suap;  menyuap  Hakim; menyuap  advokat;  Hakim  dan  Advokat
yang  menerima suap; Hakim yang menerima suap; Advokat yang menerima
suap.
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3. Penggelapan dalam jabatan
Korupsi  yang  terkait  penggelapan  dalam  jabatan  yaitu  Pegawai Negeri
yang  menggelapkan  uang  atau  yang  membiarkan penggelapan;  Pegawai
Negeri  yang memalsukan  buku  untuk pemeriksaan  administrasi;  Pegawai
Negeri  merusakkan  bukti; Pegawai Negeri yang membiarkan orang lain
merusakkan bukti; Pegawai Negeri yang membantu orang lain merusakkan bukti.
4. Pemerasan
Korupsi  yang  terkait  dengan  perbuatan  pemerasan,  yaitu Pegawai  Negeri
memeras;  Pegawai  Negeri  memeras  Pegawai Negeri yang lain.
5. Perbuatan curang
Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong berbuat
curang;  pengawas  proyek  membiarkan  perbuatan curang; rekanan TNI/POLRI
berbuat curang; pengawas rekanan TNI/POLRI  membiarkan  perbuatan  curang;
penerima  barang TNI/POLRI  membiarkan  perbuatan  curang;  Pegawai  Negeri
menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
Korupsi  yang  terkait  dengan  benturan  kepentingan  dalam pengadaan,  yaitu
Pegawai  Negeri  turut  serta  dalam  pengadaan yang diurusnya.
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7. Gratifikasi
Korupsi  yang  terkait  dengan  gratifikasi,  yaitu  Pegawai  Negeri menerima
gratifikasi dan tidak lapor KPK.26
E. Unsur – Unsur dan Sebab Terjadinya Korupsi
Unsur unsur tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Undanng –
undang No 31 tahun  1999 adalah sebagai berikut.
a. Pelaku (subjek), sesuai dengan pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat di
hubungkan dengan pasal 20 ayat (1) sampai (7) yaitu ;
1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atas suatu korporasi, maka
tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap corporasi
dan atau pengurusnya
2) Tindak pidana korupsi di lakukan oleh korporasi apabila tindak pidana
tersebut dilakukan oleh orang – orang baik berdasarkan hubungan
kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan
korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama- sama.
3) Dalam hal tuntutan pidana di lakukan terhadap suatu corporasi maka
korporasi tersebut di wakili oleh pengurus.
4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagai mana di maksud dalam
ayat (3) dapat di wakili oleh orang lain.
26Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi (Jakarta : MPRCons Indonesia
2006), hlm 20
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5) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korperasi menghadap
sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus
tersebut di bawa kesidang pengadilan.
6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka
panggilan untuk terhadap dan penyerahan surat panggilan surat
tersebut disampaikan kepada pengurus tempat tinggal pengurus di
tempat atau di tempat pengurus berkantor.
7) Pidana pokok yang dapat di jatuhkan terhadap korporasi hanya pidana
denda dengan ketentuan maksimun pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)
b. Melawan hukum baik formil maupun materil
c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
d. Dapat merugikan keuangan atauperekonomian negara
e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat
(2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat di jatuhkan.
Sebab – sebab terjadinya korupsi di antaranya adalah :
1) Gaji atau pendapatan pegawai negeri yang rendah, sedangkan untuk
kebutuhan sehari – sehari semakin lama semakin meningkat




5) Gabungan beberapa faktor27
Menurut Alatas, korupsi di sebabkan oleh faktor – faktor berikut.
1) Katiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi – posisi kungci
yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang




4) Ketidakadaan hukuman yang keras




Abdullah Hehamahuamelihat 3 faktor penyebab korupsi indonesia, yaitu sebagai
berikut.
1) Tingginya konsumsi dan rendahnya gaji. Masyarakat indonesia adalah
masyarakat yang sangat komsumtif, dan tidak sedikit yang shopping
keluar negeri, sementara gaji pegawai rata-rata di indonesia hanya cukup 2
27Andi Hamzah dalam “Korupsi di Indoesia Dalam Masalah dan Pemecahanya; hlm. 17 dan 22,
prof. Dr.Baharuddin Lopa, “Permasalahan Pembinaan dan  Penegakan Hukum di Indonesia”, dan
Djoko Prakoso,”Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi”,hlm.83.
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minggu. Nasib dua minggu berikutnya bergantung pada kreativitas
masing-masing yang salah satunya melekukan KKN.
2) Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan
pembanguan yang lemah, terbuka peluang seluas-luasnya  untuk
melakukan penyalagunaan, seperti mark up, dan lain sebagainya
3) Sikap serakah pejabat28
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pututsan
Hal Yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan PutusanSudikno
Mertokusumo,  mengemukakan  ada  3  tahapan  tugas seorang Hakim dalam
menjatuhkan putusan yaitu :
a. Tahap konstatir
Hakim  mengkonstatir  benar  atau  tidaknya  peristiwa  yang dijatuhkan.
Dalam  tahap  konstatir  ini  kegiatan  hakim  bersifat logis.  Penguasaan  hukum
pembuktian  bagi  hakim,  san gat dibutuhkan dalam tahap ini.
b. Tahap kualifikasi
Hakim  kemudian  mengkualifisir  termasuk  hubungan  hukum  apa tindakan
seseorang  tersangka.  Dalam  hal  ini  dikualifisir  sebagai perbuatan melawan
hukum.
28Abdullah Hehamahua dalam”,Membangun Sinergi Pendidikan dan Agama dalam Gerakan
Anti Korupsi”,dalam buku Membangun Gerakan Anti Korupsi dalam Perspektif Pendidikan,(




Di  sini  hakim  menetapkan  hukumnya  terhadap  yang bersangkutan  (para
pihak  atau  terdakwa).  Di  sini  hakim menggunakan  sillogisme,  yaitu  menarik
kesimpulan  dari  premis mayor  berupa  aturan  hukumnya  dan  premis  minor
berupa tindakan terdakwa.Hakim  menemukan  hukum  melalui  sumber-sumber
hukum  yang tersedia,  di  antaranya  undang-undang,  kebiasaan,  traktat,
yurisprudensi, putusan desa, doktrin, hukum agama, dan bahkan keyakinan
hukum yang dianut oleh masyarakat.Undang-undang  Pokok  Kekuasaan
Kehakiman  Republik  Indonesia, dalam Pasal 27 ayat 1  Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1970  mengatur bahwa :“Hakim  sebagai  penegak  hukum  dan
keadilan,  wajib  menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang
hidup  dalam masyarakat”.
Adapun metode penemuan hukum oleh hakim dapat dibedakan  atas 2 jenis,
yaitu :
1) Metode  interpretasi  yaitu,  penafsiran  terhadap  teks  undangundang, masih
tetap berpegang pada bunyi teks itu.
2) Metode konstruksi yaitu, hakim menggunakan penalaran logisnyauntuk
mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana  hakim  tidak
lagi  berpegang  pada  bunyi  teks  itu,  tetapi dengan  syarat  hakim  tidak
mengabaikan  hukum  sebagai  suatu sistem.
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Aspek  “pertimbangan-pertimbangan  yuridis  terhadap  tindak  pidana yang
didakwakan”  merupakan  konteks  penting  dalam  putusan  hakim. Hakekatnya
pada  pertimbangan  yuridis  merupakan  pembuktian  unsur-unsur(bestanddelen) dari
suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwatersebut  telahmemenuhi  dan  sesuai
dengan  tindak  pidana  yang didakwakan  oleh  jaksa/penuntut  umum.  Dapat
dikatakan  lebih  jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara
langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim.
Putusan  adalah  produk  dari  pemeriksaan  perkara  yang  dilakukan oleh
hakim. Setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus  melakukan
musyawarah  untuk  mengambil  putusan  yang  akan dijatuhkan.  Pemeriksaan
dianggap  telah  selesai  apabila  telah  melalui tahap  jawaban  dari  tergugat,  replik
dari  penggugat,  duplik  dari  tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan
oleh para pihak.Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum
atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus  menggali nilai-nilai,
mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang hidup dalam
masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim  dapat  berupa
peraturan  perundang-undangan  berikut  peraturan pelaksanaannya,  hukum  tidak
tertulis  (hukum  adat),  putusan  desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun
doktrin/ajaran para ahli.Lazimnya,  dalam  praktik  peradilan  dalam  putusan  hakim
sebelum “pertimbangan-pertimbangan  yuridis”  ini  dibuktikan  dan
dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam
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persidangan” berorientasi  pada  dimensi  tentang:  locus  dan  tempus  delicti,  modus
operandi  tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang terdakwa
sampai melakukan tindak pidana, kemudian akibat langsung dan tidak langsung dari
perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.
Selanjutnya,  setelah  “fakta-fakta  dalam  persidangan”  tersebut
diungkapkan,  pada  putusan  hakim  kemudian  akan  dipertimbangkan terhadap
unsur-unsur  (bestanddelen)  dari  tindak  pidana  yang  telah didakwakan  oleh
jaksa/penuntut  umum.  Sebelum  mempertimbangkan unsur-unsur  (bestanddelen)
tersebut,  menurut  praktik  lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat
korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan
terdakwa .
Pada  hakikatnya,  dalam  pembuktian  terhadap  pertimbangan-pertimbangan
yuridis  dari  tindak  pidana  yang  didakwakan  maka  majelis hakim  haruslah
menguasai  mengenai  aspek  teoretik  dan  praktik, pandangan  doktrin
yurisprudensi,  dan  kasus  posisi  yang  sedang ditangani, kemudian secara limitatif
menetapkan “pendiriannya”.Dalam  putusan  hakim  suatu  tanggapan  dan
pertimbangan  tersebut dibuat  dalil,  terperinci  dan  substansial  terhadap  kasus
pembuktian  yang pelik,  dimana  terdakwa/penasehat  hukum  tidak  sependapat
dengan tuntutan  pidana  dan  sebagainya.  Jadi,  singkat  dan  konkretnya  harus
diterapkan tanggapan dan pertimbangan tersebut kasuistik sifatnya.Perihal
“penegasan tentang tindak pidana yang terbukti/tidak terbukti dilakukan  oleh
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terdakwa  “  esensial  sifatnya.  Dalam  pertimbangan  pada putusan  hakim,  apabila
unsur-unsur (bestanddelen) tindak  pidana  yang didakwakan telah terbukti,
lazimnya putusan hakim, redaksionalnya dapat berupa kalimat: “Menimbang, bahwa
oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan  dalam  dakwaan….melanggar
Pasal….telah  terbukti  secara sah dan meyakinkan menurut  hukum maka terdakwa
haruslah dijatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.”Apabila  terhadap
unsur-unsur (bestanddelen) dari  tindak  pidana yang  didakwakan  tidak  terbukti,
haruslah  ada  pernyataan  hakim  dalam putusan  agar  terdakwa dibebaskan  dari
dakwaan.  MIsalnya,  terhadap aspek  ini  dapat  dicontohkan  dengan  redaksional
kalimatnya  sebagai berikut,  yaitu:  “Menimbang,  bahwa  berdsarkan  pertimbangan-
pertimbangan  angka  … sampai  dengan  …  di  atas  maka  majelis berkesimpulan
bahwa  unsur  ad.b  ini  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  menurut  hukum
dan  unsur  berikutnya  tidak  perludipertimbangkan  lagi  sehinga  terdakwa  harus
dibebaskan  dari  dakwaan primair.”Kemudian  setelah  pencantuman  unsur-unsur
tersebut  di  atas, lazimnya  dalam  praktik  pada  putusan  hakim  selanjutnya
langsung dipertimbangkan  “hal-hal  yang  memberatkan”  dan  “hal-hal  yang
meringankan”.  Kalau  dicermati,  maka  adapun  alasan-alasan  yang meringankan
beratnya  hukuman  dalam  KUHP  adalah  percobaan, membantu  dan  belum
dewasa.  Alasan-alasan  yang  memberatkan hukuman  dalam KUHP adalah
kedudukan sebagai jabatan, recidive  dan samenloop. Alasan-alasan  yang
mengurangi  beratnya  hukuman  di  luar  KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit
dalam memberi keterangan, mengakui dan  menyesali  kesalahan,  dan  baru  pertama
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kali  melakukan  tindak pidana. Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di
luar KUHP adalah  terdakwa  tidak  jujur  dan  berbelit-belit, tidak  mengakui
kesalahannya,  perbuatannya  keji  dan  tidak  berperikemanusiaan  serta pernah
melakukan tindak pidana sebelumnya.Pedoman  pemidanaan  dalam  Pasal  52  RUU
KUHP  Tahun  2004 yang  dapat  dijadikan  acuan  bagi  hakim  dalam  memberikan
pidana.
Pedoman pemidanaan itu adalah hakim harus memperhatikan :
a. kesalahan pembuat tindak pidana;
b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
c. sikap batin pembuat tindak pidana;
d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
e. cara melakukan tindak pidana;
f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
G. Sanksi Tindak Pidana Korupsi
Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Undang – Undang No 31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana
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Korupsi,  jenis  penjatuhan  sanksi  yang dapat  dilakukan  oleh  hakim  terhadap
terdakwa  tindak  pidana  korupsi adalah :
Terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi
a. Pidana Mati
Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara  atau  perekonomian  negara
sebagaimana  ditentukan Pasal  2  ayat (2)  Undang-undang  Nomor  31
Tahun  1999  yang dilakukan  dalam  ketentuan  tertentu.  Adapun  yang
dimmaksud dengan  ketentuan  tertentu  adalah  pemberatan  kepada  pelaku
tindak  pidana  korupsi  apabila  tindak  pidana  tersebut  dilakukan pada
waktu  negara  dalam  keadaan  bahaya  sesuai  dengan undang-undang  yang
berlaku,  pada  waktu  terjadinya  bencana alam nasional, sebagai
pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan
krisis ekonomi (moneter).
b. Pidana Penjara
1) Pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)  tahun
dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan denda  paling  sedikit  Rp.
200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)  bagi  setiap  orang  yang  secara
melawan  hokum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau
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orang lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan
negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1))
2) Pidana  seumur  hidup  atau  penjara paling  singkat  1  (satu) tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah)  bagi  setiap
orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain
atau  suatu korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan, atau
saran  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukanyang  dapat
merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara (pasal 3).
3) Pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling lama  5
(lima)  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh
juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah) bagi setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana
sebagaiman yang  dimaksud  dalam  pasal  209  Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana (pasal 5).
4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15  (lima
belas)  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp. 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah) dan paling banyakRp.  750.000.000,00  (tujuh
ratus  lima  puluh  juta rupiah)  bagi  setiap  orang  yang  melakukan
tindak  pidana sebagimana  dimaksud  dalam  pasal  210  Kitab
UndangUndang Hukum Pidana (pasal 6).
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5) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7  (tujuh)
tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00  (tiga  ratus  lima  puluh
juta  rupiah)  bagi setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana
sebagimana dimaksud  dalam  pasal  387  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana (pasal 7).
6) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15  (lima
belas)  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp. 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak  Rp.  750.000.000,00  (tujuh
ratus  lima  puluh  juta rupiah)  bagi  setiap  orang  yang  melakukan
tindak  pidana sebagimana  dimaksud  dalam  pasal  415  Kitab
UndangUndang Hukum Pidana (pasal 8).
7) Pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5  (lima)
tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh
juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah) bagi setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana
sebagimana dimaksud  dalam  pasal  416  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana (pasal 9).
8) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7  (tujuh)
tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00  (tiga  ratus  lima  puluh
juta  rupiah)  bagi setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana
41
sebagimana dimaksud  dalam  pasal  417  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana (pasal 10).
9) Pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama5 (lima  belas)
tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh
juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah) bagi setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana
sebagimana dimaksud  dalam  pasal  418  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana (pasal 11).
10) Pidana  penjara  seumur  hidup  dan/atau  pidana  penjara paling  singkat
4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun  dan/atau
denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000,00 (dua  ratus  juta  rupiah)  dan
paling  banyak Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar)  bagi  setiap  orang
yang melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal
419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, pasal 435 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (pasal 12).
11) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12  (dua
belas)  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp. 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak  Rp.  600.000.000,00  (dua
ratus  lima  puluh  juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja
mencegah, merintangi atau  menggagalkan secara langsung atau tidak
langsung, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap
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tersangka  atau  terdakwa  ataupun  saksi  dala m perkara korupsi (pasal
21).
12) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12  (dua
belas)  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp. 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak  Rp.  600.000.000,00  (dua
ratus  lima  puluh  juta rupiah)  bagi  setiap  orang  yang  melakukan
tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  28,  pasal  29,  pasal
35,dan  pasal  36  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 yang  dengan
sengaja  tidak  memberikan  keterangan  yang tidak benar (pasal 22).
13) Pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama
6(enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,00  (lima
puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus
puluh juta rupiah) bagi bagi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429, pasal 430
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal 23).
14) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling  sedikit
Rp.  150.000.000,00  (seratus  lima  puluh  juta rupiah)  bagi  saksi  yang
tidak  memenuhi  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  31
Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 (pasal 24).
c. Pidana Tambahan
1) Perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang tidak  berwujud
atau  barang  tidak  bergerak  yang  digunakan untuk  atau  yang  diperoleh
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dari  tindakan  pidana  korupsi, termasuk  perusahaan  milik  terpidan
dimana  tindak  pidana dilakukan, begitu  pula  dari  barang  yang
menggantikan barang-barang tersebut.
2) Pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyakbanyaknya
sama  dengan  harta  yang  diperoleh  dari  tindak pidana korupsi.
3) Penutupan  seluruh  atau  sebagian  perusahaan  untuk  paling lama 1
(satu) tahun.
4) Penutupan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau penghapusan
seluruh  atau  sebagian  keuntungan  tertentu, yang  telah  atau  dapat
diberikan  oleh  pemerintah  kepada terpidana.
5) Jika  terpidan  tidak  membayar uang  pengganti  paling  lama dalam
waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan  pengadilan yang  telah
memperoleh  ketetapan  hokum,  maka  harta bendanya  dapat  disita  atau
dilelang  untuk  menutupi  uang pengganti tersebut.
6) Dalam  hal  terpidan  tidak  mempunyai  harta  benda  yang mencukupi
untuk membayar uang pengganti maka  terpidana dengan  pidana  penjara
yang  lamanya  tidak  memenuhi ancaman maksimum dari pidana
pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 dan
lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
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H. Pandangan Islam Tentang  Tindak Pidana Korupsi
Dalam literatur Islam tidak terdapat istila yang sepadan dengan korupsi,
namun korupsi dapat di kategorikan sebagai tindak kriminal (ma’shiyat) dalam
konteks risywah (suap), saraqah (pencurian), al- ghasysy (penipuan).
Dalam konsepsi hukum Islam sangat sulit untuk mengkategorikan tindak
pidana korupsi sebagai delik sirqah (pencurian). Hal ini di sebabkan oleh
beragamnya praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam
defenisi sariqah (pencurian). Namun jika dalam satu kasus tindak pidana korupsi
telah sesuai dengan ketentuan sariqah dan pelakunya dikenekan hukum potong
tangan. Sayyid sabid dalam kitabnya fiqhus sennah, dengan lugas
mengkategorikan bahwa jika seorang mengambil harta yang bukan miliknya
secara sembunyi-sembunyi dari tempanya  maka itu di kategorikan sebagai
pencurian, jika ia mengambil secara paksa  dan terang-terangan maka di katakan
rampok (muharabah),jika mengambil tampa hak dan lari dinamakan pencopet
(ikthilas), dan jika ia mengambil sesuatu yang di percayakan padanya, dinamakan
khiyanah. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam perpektif
fuqahasyafi’iyah, tindak pidana korupsi tidak dapat di kategorikan sebagai
pencurian karena tidak ememnuhi syarat-syarat yang di tentukan dala sirqah,
korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan penghianatan.29
Berdasarkan pandangan dalam islam, ada beberapa ayat maupun hadis yang
membahas  perbuatan tindak pidana korupsi;
29 Andsbarcoboy.blogspot.com. diakses tanggal 19 maret 2013
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a. Barikut ayat yang membahas tentang tindak pidana korupsi :
Q.S Al- ‘Imran/3: 161
                              
         
tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta
rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan
rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang
membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap
diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan
dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.
Q.S AL- Baqarah/2: 188
                            
            
dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu
mengetahui.
Q.S Al-Anfal/8: 188
                   
Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya
pada sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak dan tuli[604]
yang tidak mengerti apa-apapun.
Q.S Al- Mu’minuun/23: 8
46
              
dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang
dipikulnya) dan juga janjinya.
b. Kemuadian adapun hadis yang membahas tentang tindak pidana
korupsi sebagai berikut
ر )   ﻰﺸﺗﺮﻤﻟاو ﻰﺷﺮﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﺔﻨﻌﻟباو ىﺬﻣﺮﺘﻟاو دواد ﻮﺑاو ﺪﻤﺣا هاو
ﻦﻋ ﮫﺟﺎﻣ (ﺮﻤﻋ
Artinya : “Allah melaknat orang yang menyuap dan memberi
suap” (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan Ibnu Majah dari
Ibnu Umar)
 لﻮﻠﻏ ﻮﮭﻓ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺬﺧا ﺎﻤﻓ ﺎﻗزر هﺎﻨﻗزﺮﻓ ﻞﻤﻋ ﻰﻠﻋ هﺎﻨﻠﻤﻌﺘﺳا ﻦﻣ
( ةﺪﯾﺮﺑ ﻦﻋ ﻢﻛﺎﺤﻟاو دواد ﻮﺑا هاور)
Artinya : “ Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam
suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu yng
diambil di luar gajinya itu adalah penipuan (haram).” (HR.
Abu Daud, Hakim dari Buraidah)
Dengan melihat ayat dan hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa korupsi
dalam pandangan Islamlebih ditunjukkan sebagai tindakan kriminal yang secara
prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan, karena itu tidak terdapat
istilah yang tegas menyatakan istilah korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana atas
tindak pidana korupsi adalah takzir, bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan
kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat.
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Hadis-hadis yang disebutkan di atas pun tidak secara tegas menyebutkan
bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Nash-nash tersebut
hanya menunjukkan adanya keharaman atas perbuatan korupsi yang meliputi suap
menyuap, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, dsb.
Sehingga ayat dan hadis di atas hanya menunjukkan kepada sanksi akhirat. Hal ini
mengingat bahwa syariat Islam memang multidimensi, yaitu meliputi dunia dan
akhirat. Untuk menjerat para koruptor agar dapat merasakan pedihnya sanksi pidana,
maka dapat dijatuhi sanksi takzir sebagai alternatif ketika sebuah kasus pidana tidak
ditentukan secara tegas hukumannya oleh nash
BAB III
PENGADAAN DAN ALAT KESEHATAN
A. Pengertian Pengadaan dan Alat Kesehatan
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Pengadaan merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan. Perngertian
pengadaan menurut kamus besar bahasa indonesia, pengadaan berasal dari kata ada
ditambahkan awalan pe- dan akhiran –an sehingga mempunyai arti ‘pengadaan
adalah proses menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada.30
Sedangkan alat kesehatan bedasarkan manteri kesehatan RI. No.
220/Men.Kes/Per/IX/1976 adalah : Barang instrumen aparat atau alat termasuk tiap
komponen, bagian atau perlengkapan yang di produksi, dijual atau dimaksudkan
untuk digunakan dalam penelitian dan perawatan kesehatan diagnosis. Penyembuhan,
peringanan atau pencegahan penyakit, kelaina keadaan badan ataugejalanya pada
manusia.
B. Macam-Macam Alat Kesehatan dan Fungsinya
Ada banyak alat-alat kesehatan yang terdapat di rumah sakit. Kesemuanya
memiliki fungsinya masing-masing, sekaligus dipakai pada keadaan tertentu dengan
jumlah tertentu pula. Untuk lebih mengenal mengenai alat-alat kesehatan yang biasa
digunakan para dokter di rumah sakit, Anda bisa mempelajari beberapa diantaranya
pada pembahasan kali ini.
Berikut beberapa daftar dan macam-macam Alat Kesehatan dan Fungsinya :
1. Elektrik hospita bed adalah tempat tidur yang bekerja secara otomatis dengan
menggunakan remot yang sangat berguna untuk pasien rumah sakit
30http://diditnote.blogspot.co.id/2013/05/defenisi-barang.html diakses tanggal 30 mei 2013
49
2. Stethoscopes: stetoskop adalah salah satu alat kesehatan yang paling banyak
diketahui secara umum. Fungsinya adalah sebagai perangkat medis akustik
untuk auskultasi atau sederhananya sebagai alat mendengar suara yang ada di
dalam (internal) suatu binatang atau tubuh manusia.
3. Reflex testing hammer (padded): digunakan untuk menguji tingkat reflek
sistem motorik tubuh.
4. Sphygmomanometer (Blood pressure meter): alat yang digunakan untuk
mengukur tingkat tekanan darah. Terdiri dari komponen manset karet untuk
menekan aliran darah, menometer mekanik sebagai pengukur dan merkuri.
5. A thin beam electric torch: alat seperti senter dan sejenisnya yang berguna
untuk melihat bagian dalam mata, termasuk lubang alami dan sebagainya.
Selain itu juga digunakan untuk menguji refleks mata (pupil) terhadap cahaya.
6. A watch / stopwatch: alat untuk merekam detak denyut nadi jantung. Selain
itu juga digunakan untuk menghitung laju pernapasan dan tes pendengaran
tertentu.
7. A measuring tape: pita pengukur.
8. Tongue Depressor: biasa digunakan untuk tes yang berhubungan dengan lisan.
9. A weighing machine: alat untuk mengukur dan merekam berat.
10. Tuning forks: alat ini memiliki bentuk yang sama seperti namanya, yaitu
garpu tala. Biasa digunakan sebagai resonator akustik dengan ciri khas
berbentuk U dan terbuat dari logam elastis. Gema dan getaran adalah
beberapa objek yang diteliti ataupun dihasilkan.
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11. Kidney dish: berbentuk cekungan dangkal (seperti ginjal) dan biasa digunakan
pada bangsal medis maupun bedah sebagai tempat menaruh berbagai kotoran
atau limbah medis. Kidney dish biasa dibuat dengan bahan stainless steel,
kertas atau plastik.
12. Bedpan: biasa disebut juga pispot. Berguna untuk menyimpan cairan-cairan
khusus untuk pasien, misalnya kemih dan tinja. Bedpan biasa dibuat dengan
bahan logam, plastik ataupun kaca.
13. Thermometer: termometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur suatu
suhu. Dalam masalah medis, termometer digunakan untuk menghitung nilai
perubahan suhu pasien serta mengkonversikannya dalam bentuk bilangan
numerik.
14. Gas cylinders: dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan tabung gas.
Kebanyakan berisi oksigen, nitrous oxide dan karbon dioksida.
15. Oxygen mask or tubes: seperti namanya, alat ini digunakan sebagai masker
untuk menghubungkan lubang pernapasan pasien dengan tabung gas.
Biasanya gas yang disalurkan adalah oksigen dan obat dalam bentuk gas.
16. Vaporizer: alat untuk menghasilkan uap.31
C. Persyaratan Pengadaan Alat Kesehatan
31http://www.wongsehat.com/macam-macam-alat-kesehatan-dan-fungsinya/
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk dapat
mengajukan permohonan izin pengadaan alat kesehatan (PAK), pemohon harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Berbentuk badan hukum yang telah memperoleh izin usahasesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;
b. Memiliki penanggung jawab teknis yang bekerja penuh, dengan pendidikan
yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
c. Memiliki sarana dan prasarana berupa ruangan dan perlengkapan lainya yang
memadai  untuk kantor administrasi dan gudang dengan status milik sendiri,
kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun.
d. Memiliki bengkel atau bekerja sama dengan perusahaan lain dalam
melaksanakan jaminan puma jual untuk perusahaan yang mendistribusikan
alat kesehatan yang memerlukanya;
e. Memenuhi cara distribusi alat kesehatan yang baik.
D. Tata Cara Perizinan Pengadaan Alat Kesehatn
Adapun tata cara perizinan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia yaitu sebagai berikut :
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a. Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada di rektur jenderal
melalui kepala dinas kesehatan provinsi setempat, dengan menggunakan
contoh formulir 1 sebagaimana terlampir
b. Kepala dinas kesehatan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak
menerima tembusan permohonan, berkordinasi dengan kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan
pemeriksaan setempat.
c. Tim pemeriksa bersama selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja
melakukan pemeriksaan setempat dan membuat berita acara pemeriksaan
dengan menggunakan contoh dalam formulir 2 sebagaimana terlampir.
d. Apabila telah memenuhi persyaratan, kepala dinas kesehatan provinsi
selambat-lambatnya 6 (enam) heri kerja setelah menerima hasil pemeriksaan
dari tim pemeriksa bersama menuruskan kepada direktur jenderal, dengan
menggunakan contoh dalam formulir 3 sebagaimana terlampir.
e. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana di maksud pada huruf b sampai dengan
huruf d tidak dilaksanakan pada waktunya, pemohon bersangkutan dapat
membuat surat pernyataan siap melaksanakan kegiatan kepada direktur
jenderal dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan dinas
kesehatan kabupaten/kota setempat dengan menggunakan contoh dalam
formulir 4 sebagai mana terlampir.
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f. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak menerima surat
pernyataan sebagai mana di maksud dimaksud pada huruf e, dengan
mempertimbankan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12,
direktur jenderal dapat melakukan penundaan atau penolakan permohonan
izin PAK dengan menggunakan contoh dalam formulir 5 sebagaimana
terlampir.
g. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima laporan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, direktur jenderal
mengeluarkan izin pengadaan alat kesehatan dengan menggunakan contoh
dalam formulir 6 sebagaimana terlampir.
h. Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada pemohon
diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah di terbitkan surat penundaan.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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A. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Tindak Pidana Korupsi Pengadaan
Alat Kesehatan Di Kabupaten Takalar Dalam Perkara Putusan Nomor
24/PID.SUS/2012/PN.Mks
1. Posisi Kasus
Bahwa terdakwa I. Hj. Suparmi, S.Sos selaku bendahara pengeluaran rumah sakit
umum daerah H. Padjonga Daeng Ngalle Pemerintah Kabupaten Takalar bersama
terdakwa II Andi Tenri Sange Binti Abd .Rahman sengaja mengeluarkan dana RSUD
onkos transport bantuan tempat tidur rumah sakit elekrik dari Sekretariat Wakil
Presiden Republik Indonesia yang di salurkan melalui Yayasan Kemanusian Fajar
Makassar,
Hal ini bermula ketika terdakwa I Hj. Suparmi S.Sos meminjam dan Jamkesmas
sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian
terdakwa I membuat dan menandatangani kwitansi bukti penerimaan uang tersebut,
selanjutnya terdakwa I yang di temani dengan Hj. Rosliah, Hasniah, SKM. Dan
Yuliati, SE ke Makassaruntuk menyerahkan uang tersebut kepada dr.Hj. Idayati
Sanusi, MM. Perbuatan terdakwa I, dan Hj. Rosliah serta dr. Hj. Idayati Sanusi, yang
menggunakan dana jamkesmas untuk pelunasa pembayaran pengangkutan tempat
tidur rumah sakit dari Jakarta ke Makassar tersebut walaupun sifatnya pinjaman
sementara, bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Npmor :
316/Menkes/SK/V/2009 tanggal 01 mei 2009 tentang pedoman pelaksaan program
jaminan kesehatan masyarakat tahun 2009 pada Bab V huruf E angka dua poin tujuh
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yaitu “rumah sakit dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan dari
ketentuan masing-masing rumah sakit antara lain : jasa medic / pelayanan, jasa
sarana, pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai, dana operasional, dana
pemeliharaan, obat, darah dan kebutuhan administrasi pendukun lainya. Khusus
untuk belanja investasi untuk rumah sakit daerah harus mendapat persetujuan kepala
dinas kesehatan provinsi dan untuk rumah sakit vertikal kepala dinas kesehatan
provinsi dan untuk rumah sakit vertikal persetujuan dari Dirjen Bina Yanmed
(peyanan medik).
Selanjutnya pada tanggal 8 april 2010 terjadi pergantian direktur RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalr dari derektur lama dr.Hj. Idayati Sanusi, MM
kepada drg. H. Syarifuddin Abdullah , MM berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Takalar Nomor : 821.2/383/BKD/IV/2010 tanggal 7 april 2010, oleh terdakwa II
melakukan penagihan biaya ongkos angkut tempat tidur rumah sakit elekrik sebanyak
35 (tiga puluh lima) dengan alasan permintaan Direktur lama dan atas desakan
terdakwa I dan terdakwa II kepada drg. Hj. Syarifudding Abdullah selalaku Direktur
RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar untuk membayar biaya pengangkutan
tersebut sehingga drg. H. Syarifudding Abdullah, menyetujui terdakwa I untuk
dibayarkan kepada terdakwa II sejumlah Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu
rupiah) per unit sehingga total keseluruhan jumlah Rp. 157.500.000,- (seratus lima
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh  karena drg. H. Syarifudding Abdullah
beranggapan sudah perna di bayarkan sebanyak 50 (lima puluh) unit tempat tidur
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rumah sakit elaktrik dengan biaya pengangkutan keseluruhan sejumlah Rp
225.000.000,- ( dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh direktur rumah sakit lama.
Kemudin karena pada waktu itu kas keuangan bendahara pengeluaran pada rumah
sakit NIHIL, drg. H. Syarifudding Abdullah meminta pinjaman sementara kepada
Kepala Badan Keuangan Anggaran Daerah Kab. Takalar untuk biaya operasional
rumah sakit dengan menyerahkan proposal kebutuhan biaya operasional rumah sakit
tahun anggaran 2010, dan berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor :
20/SPM/TU/2010. Tanggal 31 mei 2010 yang di tandatangani oleh drg. H.
Syarifudding Abdullah selaku Direktur rumah sakit, atas dasar itu bendahara umum
daerah  Kab. Takalar terdakwa I membuat Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
1167/SP2D/2010 tanggal 03 juni 2010 sehingga uang baru masuk dengan cara di
tranfer dana dari kas umum Daerah Kab. Takalar sejumlah Rp. 1.200.000.000,- ( satu
milyar dua ratus juta rupiah) ke bendahara pengeluaran RSUD H. Padjonga Daeng
Ngalle Kab. Takalr dengan no rekening 021.002.00011 pada bank sulsel cabang
Takalar. Kemudian pada tanggal 04 juni 2010 terdakwa I melakukan penarikan di
Bank BPD SulSel Cabang Takalar sejumlah Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta
rupiah) lalu terdakwa satu memasukan ke Bank BRI Cabang Takalar sejumlah
Rp440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah, sedangkan sisanya sejumlah
Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdakwa satu di gunakan untuk kebutuhan
rumah sakit.
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Kemudian pada tanggal 19 juli 2010 terjadi mutasi jabatan terhadap Terdakwa I
selaku bendahara pengeluaran di gantikan oleh Muhammad Yusran, S.Sos, setelah
pergantian tersebut bendahara penerima Jamkesma H. Rosliah melakukan penagihan
kepada Muhammad Yusran karena dana Jamkesmas pinjaman sementra yang di
pinjam oleh terdakwa I belum dibayar sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh
puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 23 september 2010 Muhammad
Yusran mengajukan surat perintah pembayaran tambahan Uang (SPP-TU) Nomor :
111/SPP/TU/2010 sejumlah Rp. 2.631.456.094,- (dua milyar enam ratus tiga puluh
satu juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah)  yang antara
lain diperuntukkan belanja modal pengadaan akat kedokteran umum sejumlah Rp.
375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas surat permintaan
pembayaran tambahan Uang (SPP-TU) yang di ajukan tersebut drg. H. Syarifudding
Abdullah, MM sebagai pengguna anggaran membuat surat perintah membayar (SPM)
Nomor : 106/SPM/TU/2010 tanggal 23 september 2010 sejumlah Rp. 2.631.456.094,-
(dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu
sembilan puluh empat rupiah). Pada tanggal 27 desember 2010 Kepala Dinas
Pengelola Keuangan Daerah (selaku kuasa bendahara Umum Daerah Kab. Takalar)
mengeluarankan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 2634/SP2D/2010
sejumlah Rp. 2.631.456.094,- (dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus
lima puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah) yang di transfer ke rekening
bendahara pengeluaran RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar. Selanjutnya
berdasarkan penjelasan terdakwa I secara lisan kepada Muhammad Yusran bahwa
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uang sejumlah Rp. 157.500.000,- ( seratus lima puluh tujum lima ratus ribu rupiah)
yang di bayarkan kepada terdakwa II untuk biaya penganggkutan tempat tidur rumah
sakit elektrik sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit berasa dari Jamkesmas. Namun
keterbatasa sisa pos anggaran untuk pembiayaan alat-alat kedokteran dan transport,
oleh Muhammad Yusran hanya dapat membayar sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus
lima puluh juta rupiah), sehingga masih ada selisih pinjaman terdakwa I dari dana kas
Jamkesmas sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak
dapat di bayarkan.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Hj. Suparmi, S.Sos selaku bendahara
pengeluaran RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar bersama-sama dengan
terdakwa II. Andi Tenri Senge Binti Andi Abd. Rahman, dr. Hj. Idayati Sanusi, MM,
Hj. Rosliah, S, Daeng Ngona Binti Djuma dan drg H. Syarifuddin Abdullah, MM
telah memperkaya diri terdakwa I dan terdakwa II atau orang lain atau suatu
korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara
Cq RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar sejumlah Rp. 532.500.000,- (lima
ratus tiga puluh lima dua juta lima ratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar
jumlah tesebut, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Daerah / Negara atas
dugaan penyimpanan pembayaran jasa pengangkutan tempat tidur rumah sakit
elektrik hibah dari sekertariat  Wakil Presiden Republik Indonesia pada RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar tahun anggaran 2010 yang dilakukan oleh
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badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor : SR-018/PW21/5/2010 tanggal 24 januari 2012.
Perbuatan terdakwa I Hj. Suparmi, S.Sos dan terdakwa II. Andi Tenri Senge
Binti Andi Abd. Rahman sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 2 ayat
( 1 ) Jo. Pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah
dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1
KUH Pidana.
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Bahwa berdasarkan kasus posisi diatas, Jaksa Penuntut Umum  kemudia
menyusun surat dakwaan Primair dan Subsidair sebagai berikut :
Primair :
Perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat ( 1 ) Jo Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;
Subsidair :
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Perbuatan terdakwa melanggar  pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
;
Menimbang oleh karna dakwaan jaksa penuntut umum disusun dalam bentuk
subsidairitas, maka majelis hakim akan mempertimbankan dakwaan primair terlebih
dahulu ;
Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa di dakwa melakukan
tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dan di ancam pasal 2 ayat ( 1 ) Jo pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke – 1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai
berikut :
1) Setiap orang;
2) Secara melawan hukum
3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi;
4) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
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5) Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan;
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Berdasarkan uraian yang di maksud Jaksa Penuntut Umum dalam
perkara dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan
;
MENUNTUT
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa
dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusa sebagai berikut :
1) Menyatakan terdakwa I. Hj. Suparmi. S.Sos dan terdakwa II. Andi
Tenri Senge Binti Andi Abdul Rahman terbukti secarah sah
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara
bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal
3 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20
Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang  No.31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHPidana.
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Hj. Suparmi. S.Sos dan
terdakwa II. Andi Tenri Senge Binti Andi Abdul Rahman dengan
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pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)
bulan, dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa I dan terdakwa II
berada dalam tehanan sementara dari penahanan kota dengan perintah
agar terdakwa I dan terdakwa II ditahan Rutan ;
3) Menghukum terdakwa I. Hj. Suparmi. S.Sos dan terdakwa II. Andi
Tenri Senge Binti Andi Abdul Rahman membayar denda masing-
masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3
(tiga) bulan kurungan.
4. Amar Putusan Hakim
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, Hakim kemudian hakim memutuskan
sebagai berikut :
MENGADILI
 Menyatakan terdakwa I. Hj. Suparmi. S.Sos dan terdakwa II. Andi Tenri
Senge Binti Andi Abdul. Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama
 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan
pidana masong-masing :
 Untuk terdakwa I. Hj. Suparmi, S.Sosdengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun;
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 Untuk terdakwa II. Andi Tenri Senge Binti Andi Abd. Rahman dengan
pidana penjara 1(satu) tahun 3(bulan) ;
 Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa I Hj Suparmi, S.Sos
membayar uang pengganti sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta
dua ratus ribu rupiah ), apabila terdakwa satu tidak membayar uang
pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan
pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya
dapat disita dan dilelang, apabila terdakwa satu tidak mempunyai  harta
benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di
pidana dengan pidana penjara 2 (dua) bulan
 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dan
Tterdakwa II, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang
dijatuhkan tersebut ;
 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
1) 1 (satu) lembar kwitansi PT Eka Ananda Lestari, untuk biaya
pergantian tempat tidur elektrik Rs sebanyal 15 buah.
2) 1 (satu) lembar kwitansi PT Eka Ananda Lestari, untuk biaya
pergantian tempat tidur elektrik Rs sebanyal 20 buah.
3) 1 (satu) lembar kwitansi PT Eka Ananda Lestari, untuk biaya
pergantian tempat tidur elektrik Rs sebanyal 25 buah.
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4) 1 (satu) lembar kwitansi PT Eka Ananda Lestari, untuk biaya
pergantian tempat tidur elektrik Rs sebanyal 10 buah
5) 1 (satu) rangkap berita acara sah terimah hibah 20 untit tempat
tidur elekrik dari Yayasan Kemanusian Fajar..
6) 1 (satu) rangkap berita acara sah terimah hibah 15 untit tempat
tidur elekrik dari Yayasan Kemanusian Fajar.
7) 1 (satu) rangkap berita acara sah terimah hibah 35 untit tempat
tidur elekrik dari Yayasan Kemanusian Fajar.
8) 1 (satu) lembar keitansi pelunasan biaya transport tempat tidur
elekrik sebanyak 35 unit.
9) 1(satu) lembar kwitansi pinjaman sementara untuk biaya transport
pengangkutan tempat tidur elektrik.
10) 1(satu) buah buku kas Umum (BKU) Jamkesmas RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle.
11) 1(satu) Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 89 Tahun 2009,
tanggal 28 januari 2009, tentan penetapan bendahara pengeluaran
dan bendahara pengeluaran pembantu serta atasan langsung tahun
anggaran 2009.
12) 1(satu) Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 08 Tahun 2010,
tanggal 28 januari 2010, tentan penetapan bendahara pengeluaran
dan bendahara pengeluaran pembantu serta atasan langsung tahun
anggaran 2009.
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13) 1(satu)buah buku kas umum (BKU) Jamkesmas RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle, Takalar.
14) 1(satu) Buah buku pengeluaran harian tahun 2010 berwarna biru
hitam.
15) 1(satu) rangkap surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor
20/SPP/TU/2010.
16) 1(satu) Surat perintah Pembayaran (SPM) tahun anggaran 2010
Nomor : 20/SPM/TU/2010,
17) 1(satu) LEMBAR surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :
2634/SP2D/2010.
18) 1(satu) lembar foto copy petikan putusan bupati takalar Nomor :
821.2/048/BKD/I/2009. Tentang pengangkatan pejabat struktural
Eselon III di lingkungan pemerintan Kab. Takalar
19) 1(satu) lembar foto copy surat peryantaan pelantikan Nomor
2/048.a/BKD/I/2009. Yang telah disahkan sesuai dengan aslinya
oleh kepala bidan mutasi pegawai badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Takalar
20) 1(satu) lembar foto copy  petikan putusan bupati nomor :
821.2/383/BKD/VI/2010,  tentang pengangkatan pemidanaan  dan
pemberhentian pegawai negeri sippil  dari dan dalam  jabatan
struktural eselon III lingkup pemerintah Kab. Takalar yang telah
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disahkan sesuai dengan aslinya  oleh kepala bidan  mutasi
Pergawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar
21) 1(satu) lembar surat Keputusan Direktur RSUD H. Padjonga
Daeng Ngalle Nomor : 04.b/445/RSUD/I/2010, tentang
pengangkatan bendahara  Jamkesmas RSUD H. Padjonga Daeng
Ngalle
22) 1(satu) lembar rekening koran  dari Bank Sulsel Cabang Takalr
dengan No rekening : 021-002-000000011-2, atas nama bendahara
Rutin RSU TKL.
23) 1(satu) lembar rekening koran  dari Bank BRI cabang takalar
dengan nomor rekening : 0250-01-026469-50-6 atas nama nasabah
RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle,
24) 2 (dua) lembar daftar pembayaran gaji pegawai kantor SKPD
Rumah Sakit Umum.
25) 2 (dua)  lembar foto copy daftar pembayaran gaji pegawai kantor
SKPD Rumah SAKIT Umum yang telah dilegalisir
26) 1 (satu) lembar foto copy surat  Nomor ;
1144/445/RSUD/IX/2009, perihal permohonan bantuan tempat
tidur yang ditangani oleh  per. Dr. Hj. IDAYANTI SANUSI, MM.,
(direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar0 yang
diketahui oleh DR. H. IBRAHIM REWA,.MM., (Bupati Takalr) ;
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27) 1 (satu) rangkap foto copy berita acara serah terima hibah dari
HENRY SOELISTYO ( Deputi Sawapres Xcecutive Yayasan
Kemanusian Fajar/ pihak kedua),
28) 3 (tiga) lembar surat yayasan kemanusian fajar Nomor : 012/P-
YKF/I/2012 perihal kronologis penyaluran bantuan hospital bed
29) 1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri Cab.Makassar
Slamet Riyadi Periode 1 juli 2009 s/d 31 Mei 2011 dengan Nomor
rekening 1520002379622 atas nama  ANDI TENRI SANGE
30) 1 (satu) set tempat tidur rumah sakit elektrik (elektrik hospital bed
)
31) Pengembalian keuangan kerugian negara Rp. 382.500.000,
 Uang sebesar Rp. 382.500.000,- tiga ratus delapan puluh dua juta
liama ratus ribu rupiah ) diserahkan kepada negara ;
 Membebani terdakwa I dan terdakwa  II untuk membayar biaya
perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Tentang Penulis
Penulis berpendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan
menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat
kesehatan di kabupaten takalar sudah tepat
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Selain itu mengingat bahwa yang terbukti adalah dakwaan subsidair
pertama, yaitu pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang R.I
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor
20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
dimana unsurnya sebagai berikut ;
a. Setiap Orang
setiap orang yang di maksud dalam Undang-Undang ini adalah orang
pererongan atau termasuk korporasi, dalam rumusan “setiap orang”
tersebut tidak di isyaratkan adanya sifat tertentu yang harus di miliki
(persoonlijk bestandeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa
saja (subjek hukum) sebagai mendukun hak dan kewajiban yang apabila
melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung
jawabkan menurut hukum.
Setiap yang dimaksud dalam kasus ini adalah Hj. Suparmi S.Sos
bendahara pengeluaran RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab.Takalar
selaku terdakwa I dan Andi Tenri Sange Binti Abd. Rahman, selaku
terdakwa II dengan demikian telah memenuhi unsur setiap orang sebagai
subjek hukum.
c. Secara Melawan Hukum
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Secara melawan hukum menurut doktrin (in strijd met het subjectiefe)
sebagai terjemahan wederrechtelijke yang dikenal dengan tiga pergertian
yaitu :
1) Bertentangan dengan hukum (in strijd met objective recht)
2) Bertentangan dengan hak orang lain (in srijd met het
subjectieve rechtvan een ender : Atau
3) Tampa hak sendiri ( zonder eigen recht)
Yang dimaksud melawan hukum hukum dalam kasus ini adalah
Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Hj. Suparmi S.Sos yang sengaja
mengeluarkan dana Jamkesmas untuk pembayaran biaya angkut atau
trasport bantuan tempat tidur rumah sakit elektrik yang pada kenyataanya
merupakan bantuan Cuma-Cuma
d. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
“dengan tujuan”mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau
maksud, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang
lain atau menguntungkan suatu korporasi.
Dalam kasus ini yang termasuk memperkaya diri sendiri dengan
megeluarkan dana Jamkesmas RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle yang
semata-semata hanya untuk kepetingan pribadi atau orang yang dilakukan
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terdakwa I Hj. Suparmi S.Sos dan terdakwa II. Andi Tenri Senge Binti
Abd. Rahman,
e. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara
Yang dimaksud dengan keuangan negara dalam UU No.31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi adalah “seluruh kekayaan Negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di
dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan yang timbul.
Sedangkan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian
yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada
kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan
ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahtraan kepada
seluruh kehidupan rakyat.
Dalam hal kasus ini yang masuk dalam unsur merugikan keuangan
negara yaitu :
a. Bahwa pihak RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab.Takalar
mengeluarkan dana untuk pembayaran biaya ongkos angkut sebanyak
85 (delapan puluh lima) unit tempat tidur rumah sakit elektrik dengan
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biaya sejumlah Rp. 532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta
rupiah).
b. Bahwa uang onkos angkut / transport tempat tidur rumah sakit elektrik
yang diterima terdakwa II Sejumlah Rp. 225.500.000,- + Rp.
157.500.000,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar  Rp. 382.500.000,-
(tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
c. Bahwa kenyataanya hibah tempat tidur rumah sakit elektrik bersifat
Cuma-Cuma atau gratis.
d. perbuatan terdakwa Hj. Suparmi, S.Sos dan terdakwa II Andi Tenri
Sange Binti Abd. Rahman yang telah melakukan pembayaran biaya
angkut atau transport bantuantempat tidur rumah sakit elektrik yang
pada kenyataanya merupakan bantuan Cuma-Cuma telah
mengakibatkan kerugian keungan negara / daerah   H. Padjonga Daeng
Ngalle Kab.Takalar sejumlah Rp. 532.000.000,- (lima ratus tiga puluh
dua juta ribu rupiah)
f. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang
Turut Serta Melakukan Perbuatan
Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai “Yang Melakukan”
adalah barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang
dilarang oleh Undang-Undang Atau barang siapa yang melakukan
sendiri perbuatan yang menimbukjan suatu akibat yang dilarang oleh
Undang-Undang
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Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “turut serta
melakukan” atau bersama-sama melaklukan adalah suatu delik
dilekukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
Menimbang bahwa menurut Mr. M. H. Tirtamidjaja, “suatu
syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya keinsafan
bekerja sama antara prang-orang yang bekerja sama itu. Dengan kata
lain, mereka secara timbal balik harus herus mengetahui perbuatan
mereka masing-masing.
Melihat penjelasan diatas bahwa terdakwa I Hj. Suparmi, S.Sos
sebagai bendahara pengeluaran RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle
Kab.Takalar bersama-sama dengan dr. Hj. Idayati Sanusi, MM  dan
drg H. Syarifudding Abdullah, MM masing-masing selaku pengguna
anggaran, Hj. Rosliah Sarro Daeng Ngona selaku bendahara
jamkesmas dan terdakwa II Andi Tenri Sange Binti Abd. Rahman
sebagai keddudukanya sebagai penghubung  antara pihak yayasan
kemanusian fajar sebagai penyalur bantuan tempat tidur elekrik daro
saswapres RI kepada pihak RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle
Kab.Takalar telah melakukan kerjasama untuk pengeluaran uang
RSUD Takalar untuk pembayaran ongkos transport bantuan tempat
tidur elektrik.
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Ditinjau dari penerapan pasal-pasal dalam kasus ini, penulis berpendapat bahwa
menerapkan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  Tentang
perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sudah tepat.
Walaupun awalnya Jaksa Penuntut Umum sudah mengajukan dakwaan primer
yang dimana dakwaan ini meminta perbuatan terdakwa dikenakan pasal 2 ayat (1)  Jo
pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentan Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, tapi dari
pertimbangan Hakim, Hakim Hanya menerima dakwaan subsidair yang di ajukan
oleh jaksa penuntut umum dimana menerapkan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001  Tentang perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dari pertimbangan  Hakim yang menggunakan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001  Tentang perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1
dan mengenyampingkan pasal 2 dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penulis mengira sudah tepat karna melihat
dari unsur-unsur masing-masing pasal 2 dan pasal 3,dimana unsur pasal 2 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001  Tentang perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat :
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a) Melawan hukum
b) Memperkaya diri sendiri
c) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Sedangkan unsur yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001  Tentang perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Memuat unsur-unsur
a) Dengan tujuan menguntungkan diri sendir atau orang lain atau suatu korporasi
b) Menyalagunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya kerena jabatan
atau kedudukan
c) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Persamaan unsur dalam kedua pasal tersebut terletak pada dicantumkanya unsur “
Dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Sedankan unsur
perbedaan dalam pasal ini adalah dalam pasal 2 di cantumkan kalimat “memperkaya”
sedangkan pasal 3 dicantumkan kalimat “menguntunkan”¸ dalam pasal 3 juga
mengandung unsur” penyalagunaan kesempatan atau saran yang ada padanya kerana
jabatan atau kedudukan” dengan melihat dari unsur kedua pasal penulis berpendapat
bahwa penerapan pasal yang di gunakan oleh Hakim pengadilan Negeri  Makassar
kasus perkara Nomor 24/ PID.SUS/2012/PN.Mks ini sudah tepat, melihat dari kasus
tersebut bahwa terdakwa I Hj. Suparmi, S.Sos sebagai bendahara pengeluaran RSUD
H. Padjonga Daeng Ngalle telah menyalagunakan kesempatan atau sarana yang ada
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padanya sebagai bendahara pengeluaran dengan menggunakan dana RSUD untuk
membayar ongkos transport bantuan tempat tidur elekrik bersama dengan terdakwa II
Andi Tenri Sange Binti Abd. Rahman yang meminta agar RSUD membayar uang
trasnport padahal bantuan tersebut bersifat Cuma-Cuma.
dengan ini perbuatan terdakwa I telah  menyalagunakan kewenangan dan
kesempatan yang ada padanya karena jabatanya atau kedudukanya, yang juga
bertentangan dengan keputusan manteri kesehatan tentang pedoman pelaksanaan
program jaminan kesehatan masyarakat.
B. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Pidana Perkara
Nomor 24/PID.SUS/2012/PN.Mks ?
1. Pertimbangan Hukum Hakim
Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terjadi, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdakwa I. Hj. Suparmi, S.Sos sebagai bendahara
pengeluaran RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar bersama-sama
dengan dr . Hj. Idayati Sanusi, MM dan drg. H. Syarifuddin Abdullah , MM
masing-masing selaku pengguna anggaran, Hj, Rosliah Sarro Daeng Ngona
selaku bendahara dana jamkesmas dan terdakwa II Andi Tenri Sange Binti Abd.
Rahman dalam kedudukanya sebagai penghubung antara pihak yayasan
kemanusian fajar sebagai penyalur bantuan tempat tidur elektrik dari Sawapres RI
kepada pihak RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar. Telah melakukan
kerjasama untuk pengeluaran uang RSUD takalar untuk membayar biaya ongkos
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trasport bantuan tempat tidur elektrik, yang sebenarnya  diberikan secara Cuma-
Cuma;
Menimbang bahwa berdarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat
bahwa perbuatan para terdakwa telah dapat di klasifikasikan sebagai orang yang
bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “turut serta
melakukan perbuatan” terbukti menurut hukum;
Menumbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur pasal 3 jo pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, telah terbukti menurut hukum
Menimbang bahwa mengenai pembelaan para terdakwa dam team penasihat
hukum terdakwa I dan team penasihat hukum terdakwa II majelis hakim
berpendapat bahwa karena nota pembelaan para terdakwa dan team penasihat
hukum para terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan
penuntut umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim
sebagaimana disebut di atas, maka karena pertimbangan majelis hakim yang pada
pokonya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut,
maka nota pembelaan team penasehat hukum para terdakwa maupun nota
pembelaan para terdakwah harus ditolak.
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Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan , Majelis Hakim tidak
menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan
hukum dari perbuatan terdakwa.
Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di Atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “korupsi yang dilakukan
secara bersama-sama”. Oleh karenanya, terdakwa I dan Terdakwa II harus di
jatuhi pidana;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap
para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;
Hal-hal yang memberatkan
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Negara di rugikan ;
 Bahwa asal mula kasus ini , diawali dengan perbuatan terdakwa II
yang memaksa menerima bantuan tempat tidur elektrik di haruskan
membayar uang transport, padahal kenyataanya diberikan secara
percuma-Cuma ;
 Bahwa terdakwa I tidak mempertanggung jawabkan uang potongan
untuk pajak sebesar Rp. 43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus
ribu rupiah)
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Hal-hal yang meringankan :
 Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak menyulitkan
jalanya persidangan;
 Para terdakwa belum perna dihukum ;
 Para terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak mengulangi
lagi perbuatanya
 Para terdakwa mempunyai tanggungan anak, yang masih memerlukan
kehadiran terdakwa;
 Terdakwa II telah mengembalikan suluruh uang yang telah diterima
sebesar Rp. 382.500.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus
ribu rupiah).
Menimbang, bahwa tujuan dari pidanaan di indonesia bukanlah sebagai balas
dendam tapi semata-mata untuk membina pelaku tindak pidana ke jalan yang
benar ditenga-tenga masyarakat dan diharapkan pemidanaan ini menjadikan
pelajaran yang berharga bagi para terdakwa dan masyarakat agar tidak melakukan
perbuatan pidana korupsi ;
Menimbang bahwa asal pasal yang diadakan penuntut umum tersebut
mengandum ancaman pidana bersifat kumulatif dan/atau alternatif yaitu berupa
pidana penjara dan/atau pidana denda, maka Majelis Hakim mempertimbangkan
bahwa oleh karena sebagaian besar kerugian negara telah dikembalikan, maka para
terdakwa hanya akan dijatuhi pidana penjara saja ;
79
Menimbang, bahwa dalam pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan
sebagai pidana tambahan adalah ;
a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang
diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik
terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari
barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama
dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan waktu paling lama 1
(satu) tahun ;
d. Pencabutan seluruh atau sebagai perusahaan untuk waktu paling lama
1 (satu) tahun ;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I memotong uang yang dibayarkan
kepada saksi Megawati sebesar Rp. 43.200.000,- dengan alasan sebagai potongan
pajak, namun oleh terdakwa I tidak disetorkan sebagai pembayaran pajak, maka
penurut Hakum ia harus mengembalikan uang tersebut kepada negara. Oleh karena
itu terdakwa I harus diberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti
sebesar uang yang diterimanya
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Menimbang bahwa oleh kerena terdakwa II telah mengembalikan seluruh
uang yang diterimanya, yaitu sebesar Rp. 382.500.000,- maka terdakwa harus
dibebaskan dari pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;
Menimbang bahwa walaupun terdakwa II telah mengembalikan seluruh uang
yang telah diterimanya, namun berdasarkan ketentuan pasal 4 undang-undang  No 31
tahun 1999, pengembalian tersebut tidak menghapuskan pidana. Disamping itu
pengembalian tersebut belum menutup seluruh kerugian negara yang ditimbulkan
akibat dari perbuatan terdakwa II;
Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan dalam perkara ini, maka
seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya
dari pidan yang di jatuhkan;
2. Tentang Penulis
Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut di atas, maka majelis hakim
dalam perkara ini menjatuhkan putusan pemidanaan dengan telah mempertimbangkan
aspek yuridis dan aspek sosiologis.
Secara yuridis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan
pemidanaan terhadap seseorang didasarkan pada pasal 183 Undang-Undang No 8
Tahun 1961 Tentang kitap undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang
menentukan sebagai berikut :
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“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukanya.”
Dalam putusan perkara Nomor 24/PID.SUS/2012/PN.Mks dinyatakan bahwa
putusan di dasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntu umum, selanjutnya dalam
persidangan di hadapkan para saksi-saksi yang telah dibawah sumpah selain itu juga
di ajukan alat bukti berupa surat, kwitansi pembayaran, kwitansi pelunasan, berita
acara serah terima, lampiran kas umum Rsud, nota pembayaran, lembar rekening
koran dari Bank BRI dan dari Bank SulSel. Dan dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) dan barang bukti lainya berupa 1 (satu)
set tempat tidur elektrik (elektrik hospital bed).
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis berpendapat bahwa
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena hakim dalam
perkara tersebut manjatuhkan pemidanaan berdasarkan alat bukti surat, keterangan
saksi dan keterangan tedakwa yang menurut pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti
yang sahketerangan saksi dan keterangan terdakwa juga berkesusaian sehingga hakim
kemudian memperoleh keyakinan  bahwa tindak pidana korupsi dalam tindak pidana
pengadaan alat kesehatan tempat tidur elektrik sebagaiman diatur dan di ancam dalam
pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di
ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
82
Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP benar-benar terjadi dan terdakwalah
yang dipersalahkan melakukanya.
Secara sosiologis pertimbangan hakim dalam menentukan hal-hal yang
memberatkan  dan meringankan terdakwa dalam perkara ini juga sudah tepat.
Meskipun terdakwa telah terbukti secara sah  dan meyakinkan melakukan tindak
pidana yaitu korupsi, namun harus di ingat  bahwa penjatuhan hukuman itu bukanlah
alat atau jalan menyiksa terdakwa atau sarana pembalasan akan tetapi penjatuhan
hukuman adalah untuk memberikan efek jera agar terdakwa tidak melakukan
pelanggaran pidana kerena terdakwatelah menyesali segala perbuatanya dan agar






Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya,
maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1) Penerapan hukum pidana materil oleh hakim dalam putusan No. :
24/PID.SUS/2012/Mks. Sudah cukup tepat, karena tindak pidana yang
dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam
tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan berupa tempat tidur elektrik
sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP serta terdakwa mampu bertanggung jawab.
2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemudanaan telah tepat karena
hakim dalam perkara tersebut telah menjatuhkan pemidanaan berdasarkan alat
bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa menurut  pasal 184
KUHAP Merupakan alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa dan keterangan
saksi tersebut saling berkesusaian sehingga Hakim kemudian memperoleh
keyakinan bahwa tindak pidana korupsi dalam tindak pidana korupsi
pengadaan alat kesehatan berupa tempat tidur elektrik sebagaimana di atur dan
diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun
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1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20  Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP benar-benar terjadi dan terdakwalah yang dipersalahkan melakukanya.
B. Saran
Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai
berikut :
1) Secara konvensional salah satu cara paling baik untuk memberantas korupsi
selain menerapkan hukum adat adalah penerapan hukuman mati terhadap
pelaku korupsi pada kasus-kasus korupsi yang dilakukan dalam jabatan .
hukuman mati tidaklah selalu dipandang sebagai pelanggaran hak asasi
manusia, bahkan akibat korupsi dapa menghancurkan generasi bangsa dan
menyebabkan kejahatan lain saling terkait.sehingga oleh karena itu korupsi
tidak boleh mendapat toleransi dalam bentuk apapun didalam negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2) Hendaklah para pejabat dipusat hingga di daerah melakukan serangkaian
pengawasan internal dan menetapkan manejemen operasional kenerja
kepegawaian secara rutin dengan menggunakan penilaian format etika yang
harus di isi pada setiap minggu pada jam kantor, yaitu daftar isisan kenerja
perhari dan capaian tugas dan fungsi masing-masing dalam level golongan
atau kepangkatan masing-masing. Rumusan penilaian atau daftar isian etika di
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buat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai suatu lembaga yang
berkompeten.
